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BAR I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang — Undang Dasar Republik Indonesia menentukan secara tegas bahwa
Negora Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka
salah satw prinsip penting negara hukum adalah jaminan kederajatan bagi setiap
orang dihadapan hukum (eqguality before the law), oleh karena it setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sena
perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kejahatan terhadap jiwa, raga. kebebasan
orang lain, kesusilaan, kehormatan manwsia, dan harta benda hanyalah beberapa
contoh dari berbagai macam kejahatan atan tindak pidana vang diatur dalam Hukum
Pidana Indenesia,'

Berbeda dengan negara-negara lain, Indonesia adalah negara yvang didirikan
berdasarkan aturan hukum (Machstaar). Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan
Undang-Undang Dasar 1945. Schingga konsekuensi logis dan yunidis dan ketentuan
tersebut adalah adanya keharusan Negara dan semua warga negara untuk

mendasarkan  pada aturan hukum dalam semua aktifitas kehidupan. Demikian pula

" Van Apeldoorn, Pengansar diome Hukem, Jakana, Pradoya Paramita, 1978, him 11




dalam menyelenggarakan pemerintahan, setiop aparat  penegak hukum  harus
berlandaskan atas hukum dan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku,
sedangkan tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai atau dengan

kata lain hukum menghendaki perdamaian *

Salah satu ketentuan yang mengatur cara penegak hukum melaksanakan wgas
dirumuskan dalam KUHAP. Tujuan hukum acara pidana untuk mencari kebenaran
maleriil yaitu kebenaran selengkap-lengkapnya dalam suatu perkara pidana dengan
menerapkan hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat_*

Uniwk mencapai mwjusn mencari kebenaran materiil, peran jaksa sebagai
penuntut umum sungguh krusial dan sangast menentukan dalam menangani suatu
tindak pidana atao mengangani suatu perkara pidana, hal im terkait dengan
bagaimana pertimbangan secara sudut pandang hukum sehingga tidak hanya dapat
membawa pelaku tindak pidana terbukti di dalam pasal vang didakwakan, tetapi juga
dalam proses penuntutan sampai dengan putusan terhadap pelako tindak pidana tidak
hanya membuat efek jera, tetapi juga memberi keadilan bagi pelaku tindak pidana

berupa hak-haknva selako tersangka/ terdakwa.

Salah satu pedoman jaksa selaku penuniut Umum dan Hakim dalam
menuntut dan menjatuhkan pidana kepada tersangka’tedakwa tindak pidana
adalah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dalam KUHP tersebut
telah distur pasal-pasal beserta penjelasan mengenai jenis tindak pidana yang

berlaku di Indonesia. Dalam peraturan hukum pidana Nomor | tahun 1946,

: B3id, him 22
' Barda Mawawi Arncfl, Perkembangan Sisiem Pemindanasn di Indonesia, Pustaka Magisier

Semarang, 2007, him 120




menyebutkan dalam Pasal 1 “dengan menvimpang seperlunya dari peraturan
Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No.2 menctapkan bahwa Salah
satu ketentuan vang mengatur cara penegak hukum melaksanakan tugas
dirumuskan dalam KUHAP. Tujuan hukum acara pidana untuk mencari
kebenaran materiil yaitu kebenaran selengkap-lengkapnya dalam suatu perkara

pidana dengan menerapkan hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat.*

Penanganan perkara pidana mulai  dilakukan oleh penyidik setelah
menerima laporan dari masvarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya
tindak pidana, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan
perkara tersebut ke pengadilan, selanjuntya hakim melakukan pemeriksaan
apakah dakwaan penuntut umum terbukti atau tidak. Bagian yang paling penting
dari tiap-tiap proses pidana adalah mengenai pembuktian. Dan apabila penuntut
umum telah yakin akan pasal vang disangkakan kepada terdakwa, maka bagian

dari proses hukum yang penting selanjutnya yaitu adalah penuntutan,

Ada banyak jenis kejahatan atau tindak pidana yang tercantum dalam
KUHP Indonesia, termasuk pelanggaran terhadap kehidupan manusia, integritas
tubuh, kebebasan orang lain, Kesusilaan, dan properti. Bencana terhadap
kehidupan adalah yang paling menonjol dari kejahatan ini. Pembuktian disini
digunakan untuk menggunakan alat bukti, tetapi diajukan sesuai dengan hukum
acara yang berlaku, oleh karena itu pembuktian sangat penting untuk menentukan

benar tidaknya suatu kesalahan. Selain itu, putusan hakim harus sesuai dengan

* Iiad, him 127




alat bukti negatif yang dianut oleh KUHAP dalam Pasal 183 dan harus didasarkan
pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan diperoleh dari alar bukni
berdasarkan alat bukti vang telah diatur dalam Pasal 184 ayat. (1) KUHAP.
Dengan bantuan alat bukti ini, diharapkan kebenaran akan terungkap sesuai
dengan fakia-fakta yang dihadirkan di persidangan, memungkinkan penuniut
umum untuk membacakan kasus dan majelis hakim untuk memberikan putusan
vang adil.

Hukum Pidana juga bergantung pada sistem pelaksanaan pidana dan pada
dirinya sebagai pelaksana dan pendukung hukum it sendiri, disamping asas-asas,
perumusan pasal-pasal yang metodis, dan sanksi-sanksi vang ada. Oleh karena
itu, integritas moral dan prestasi besar berjalan seiring dengan pekerjaan yang
dilakukan aparat pencgak hukum untuk menemukan dan menghentikan kejahatan
profesional. Hal ini diperlukan agar sistem hukum, dalam menangani kasus
pidana, dapat mencapai keadilan, tidak hanya bagi korban tetapi juga dengan
menghormati hak-hak pelaku dan menundukkannya pada hukuman yang seberat-
beratnya sambil tetap mematuhi hukum. semua peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Hukum pidana telah diatur oleh KUHAP dan diberi kedudukan yang
terhormat sebagai ciptazan Tuhan. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
menempatkan seseorang pada situasi dimana ia harus diperlakukan dengan

kepatutan manusia vang setinggi-tingginya (entitas dan harkatnya sebagai




manusia).” Selanjutnya dikemukakan bahwa “tersangka harus ditempatkan pada
kedudukan manusia vang memiliki harkar dan martabat, Dia harus dinilai sebagai
subyck bukan schagai obyck™ Didalam KUHP diatur dalam Pasal 12 ayat (4)
yaitu : pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua
puluh tahun *

Berdasarkan rumusan Pasal 12 ayat (4) KUHP, bila dalam proses perkara
pidana khususnya dalam proses peradilan pidana. idana penjara seumur hidup
dicirikan sebagai pidana penjara yang dilakukan seumur hidup terpidana pada saat
putusan dijatuhkan, setclah itu ditctapkan pidana penjara tertentu. Misalnya, jika
seseorang berusia 21 tahun ketika dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dia
hanya akan menjalani hukuman 21 tahun. Hal ini tentu bertentangan dengan
ketentuan Pasal 12 ayat 4 KUHP, di mana hukuman yang dijatuhkan olch pelaku
adalah 21 tahun, lebih lama dari hukuman maksimal 20 tahun.

Pasal-pasal KUHAP wang di dalamnya terkandung persamasn hak,
kedudukan, dan kewajiban di hadapan hukum, mengandung substansi yang
relevan dengan perlindungan hak-hak dasar tersangka atau terdakwa (equality
before the law). Pasal 50 sampai 68 KUHAP menguraikan hak-hak tersangka,
yvang meliputi hak untuk diinterogasi, diadili di pengadilan, menerima perwakilan

hukum, dan memilih pengacara atau advokat.”

¥ M. Yahya Horahap, Pembahasar Permasolohen dan Pererapan KUHAP, Penyidikan dan

Pﬂmlulin. Takarta, 2007, hilm, 1-2

* Andi Hameah, Tinfanan Ringkas Sisrem Pemidanaan &f Indonesia, Akademika Presindo, Jakaria, 1983,

hlm B9
M. Yahya Harahap, Op.Cit, him. 1-2




Bantan hukum sangal penting untuk menegakkan keadilan dan membela
hak asasi manusia. Tujuan dar bantuan hukum yang ditawarkan adalah uniuk
membela hak-hak masyarakat jika terjadi masalah hukum agar tidak terjadi
tindakan yang dapat membahayakan atau tindakan sewenang-wenang oleh aparat
penegak hukum. Padahal, bantuan hukum sudah menjadi bagian dari budaya
Barat s¢jak zaman Romawi. Bantuan hukum kemudian lebih dipandang sebagai
profesi moral yang dimulai dengan membaniu mereka yang kehilangan harapan
danfatau mendapat upah atau honor yang tidak adil. Bantuan hukum menjadi
komponen tindakan hukum atau inisiatif persamaan hak bagi masyarakat di
hadapan pengadilan setelah Revolusi Perancis, dan bantuan dalam profesi hukum

kurang seimbang.

Adapun peristiwa yang terjadi dalam perkara pidana yang terjadi di daerah
wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lebak kabupaten Banten, yaitu bahwa telah
terjadi tindak pidana pemerkosaan oleh pelaku terhadap ketiga korban yang
berbeda dalam waki di tahun yang sama, namun dalam proses hukumnya baik
tuntutan dan putusan terhadap terdakwa melewati alau melebihi ancaman
hukuman maksimal yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.

Didalam Pasal 285 KUHP menyebutkan yaitu :
* barang siapa dengan kekerasan atan ancaman kekerasan memaksa

seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, dianeam karena

me lakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun®

* Reda Mathovani, Op. Cit, him 139




Berdasarkan rumusan Pasal 285 KUHP bila dalam proses perkara pidana
telah jelas menerangkan bahwa ancaman maksimal hukuman dari tindak pidana
terscbut adalah dua belas tahun. Rumusan pasal terscbut adalah sebagai berikut:

a) laki-laki yang wmelakukan persetubuhan dengan perempuan di lvar
perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;

b) laki-laki vang melakukan persctubuhan dengan perempuan di  luar
perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut:

c) laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan  dengan
persetujuan  perempuan  tersebut, tetapi  persetujuan  tersebut  dicapai
meelalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;

d) laki-laki yang melakokan persetubuhan demgan perempuan, dengan
persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa

laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah;®

Delik-Delik Khosos Tindak Pidana Melanggar Norma-Morma Kesusilaan
dan Norma-norma Kepatutan, undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang
sebenarnya dimaksudkan dengan “kekerasan”, bahkan didalam yurisprudensi pun
tidak dijumpai adanya sesuatu putusan kasasi yang dapat dipakai scbagai
pedoman untuk memberikan arti yang setepat-tepainya bagi kata “kekerasan™

tersebur.

¥ Tim Penerjemah Buodan Pembinaan Hukum Masional, Kitah Undang-undang Hulom Pidana,
Simar Harapan, Jakana, 1983, hlm. 116
“P.AF. Lamintang, Delik-defik Tindak Pidana, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm 110-111




Mamun menurut Simons, yvang dimaksudkan dengan Kekerasan atau
geweld im ialah ‘elke wiroefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe
betekenis’, yang artinya : “scliap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu
tidak berarti” atau *her aanwenden van lichamelifk kracht van niet al e peringe
imiensitedt’, yang artinya ‘setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu
ringan’. Apa vang dimaksudkan dengan “ancaman kekerasan™ itupun, undang-
undang ternyata telah tidak memberikan penjelasannya. Ancaman kekerasan™

tersebut vang dimaksud sebagai berikut''

a. Ancaman harus disajikan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan Kesan
bahwa sasaran  benar-benar mengancam  untuk  membatasi  kebebasan
pribadinya: dan

b. dilakukan dengan maksud untuk memberikan kesan ke pada target.

Karena penangkapan hanya memperjelas bagaimana ancaman kekerasan
dinvatakan, tampak dari penangkapan tidak dijelaskan makna ancaman
kekerasan, Namun menurut saya, “ancaman kekerasan™ hamus  merupakan
“ancaman™ yang discngaja schagai tawaran yang tidak diinginkan dari pelaku
untuk membuat kesepakatan dengan pelaku, dan baru kemuodian dia akan
melakukan sesuatu yang dapat membahayakan kebebasan, kesehatan | atau

iz

keselamatan orang lain. terancam.

1 Amrest Hoge Raad, Tindak Pidona di KUHP Beritur Urglannya, Alumni AHAEM-PETEHAEM
Jakarta, cetke-2, 1989, him 209
* Ibid, him, 231




Berdasarkan Pasal 285 KUHP tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana

perkosaan adalah :

a. Barang siapa
Beberapa analis berpendapat bahwa kata “siapa pun™ bukanlah unsur
dan hanya menunjukkan bahwa pelaku adalah seseorang. Beberapa ahli
berpendapat bahwa “siapa pun® adalah manusia, tetapi penting untuk
memperjelas sinpa dan berapa banyak orang vang dianggap manusia. Oleh

karena itu, penting untuk mengetahui siapa "siapa saja” itu.

b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
Apapun dari suatu perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan yang
cukup besar tidak sepadan. Pengertian “kekerasan” dalam Pasal 89 KUHP
mencegah orang pingsan atan mengasosiasikan dirinya dengan kekerasan.
"Kekerasan atau ancaman kekerasan” ada pada wanita itu sendiri dan sangat
parah sehingga dia tidak dapat menyetujui umtuk ditiduri..
c. Memaksa
“Memaksa™ berani  diluar kehendak dari wanita tersebut atau
bertentangan dengan kehendak wanita itu.

d. Seorang wanita bersetubuh dengan dia

Kalau bukan wanita (dalam hal homoseks) maka tidak dapat

diterapkan Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pengertian

* Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, him 53.
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“bersetubuh™, berarii berseniuhan sebelah dalam dan kemaluan si laki- laki
dan perempuan vang pada umumnya dapat menimbualkan kehamilan, Tidak
perlu bahwa telah terjadi pengeluaran air mani dalam kemalvan si perempuan.
Pengertian “bersetubuh™ pada saat ini diartikan bahwa telah terjadi penctrasi
atau penis masuk kedalam vagina.
&. Di luar perkawinan
Di luar perkawinan berarti bukan istrinva. Dengan demkikan
persetubuhan itu dilakukan bukan dalam ikatan perkawinan.

Berdasarkan kelima unsur delik perkosaan tersebut, maka untuk
membuktikan bahwa perbuatan seseorang tersebut dikategorikan ke dalam
kejahatan perkosaan, maka harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam
Pasal 285 KUHP, yaitu: (1) Barangsiapa, (2) dengan kekerasan atan ancaman
kekerasan memaksa perempuan vang bukan isterinya, (3) bersetubuh dengan
dia. Berdasarkan bunyi pasal tersebut bahwa undang- undang tidak
mensyaratkan adanya unsur "kesengajaan® pada diri pelaku dalam melakukan
perbuatannya, tetapi dengan adanya unsur "memaksa” di dalam rumuosan

Pasal 285 KUHP

Dalam praktiknya mengangani perkara tindak pidana perkosaan yang
diatur dalam Pasal 285 KUHP tersebut. tugas Jaksa Penuntut Umum untuk
melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sebagaimana
juga disebutkan dalam Pasal 13 KUHAP bahwa penuntut umum adalah Jaksa

yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan
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dan melaksanakan penetapan hakim." Tugas dan wewenang kejaksaan secara
umum jika dilihm darn  hal diatas  adalah  melakukan  penuntitan,
melaksanakan penetapan hakim dan  putusan  pengadilan. melakukan
pengawasan terhadap pelaksamaan putusan pidana., dan itu merupakan tugas
penuntut umum yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini
untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dalam perkara link pidana perkosaan yang terjadi di wilayah hukum
Kejaksaan Negeri dalam rat muntutan jaksa Penuntut Umum nomor : PDM
- 01 / LBK / 06 [ 2019 tanggal 19 Juni 2019 atas nama terdakwa AJl
PUENAMA Bin USMAN RASID dituntut selama 8 (delapan) tahun, perkara
nomor: PDM 1L - 04/ LBK /08 /2019 tanggal 28 Agustus 2019 dituntut selama
5 (lima) tahun, dam perkara nomor PDM 11 - 05 / LBK / 08 / 2019 tanggal 28
Agustus 2019 dituntut selama 5 (lima) tahun dan perkara nomor @ sehingga

dalam tuntutan tersebut jika diakumulasikan melewati ancaman maksimal

dari Pasal 285 KUHP tersebut yaitu 18 (delapan belas ) tahun,

Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa
melaksanakan rogas dan rtanggung jawabnya sehagai penuntut umum sebagaimana
diatur oleh undang-undang Kejaksaan Nomor 16 tahun 2004, namun penuntutan
terhadap diri terdakwa sevogyanya agar tidak menghilangkan nilai-nilai keadilan
baik terhadap diri terdakwa. Terdakwa yang tidak memahami hukum dan kurang
mampu secara finansial sering mendapat perlakuan yang tidak adil, dan diadili

serta dihukum oleh pengadilan,  khususnya dalam tahap pemeriksaan

" Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Karya Anda Surabaya, 2014 hlm. 45
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pemeriksaannya, melalui proses hukum yvang adil. Jaksa Penuniut Umum dalam
studi kasus menuntut pembuktian bahwa tindak pidana perkosaan dilakukan di
luar parameter pidana penjara scbagaimana diatur dalam KUHP dan KUHAP. Jika
pembuktian kejaksaan melalui surat ssdah sesuai dengan sistem KUHAP dan
KUHAP. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas perlu diteliti mengenai
“Analisis Yuridis Terhadap Pasal 12 avat (4) KUHP Dalam Surat Tuniutan

Jaksa Penuntut Umum Terhadap perkara tindak pidana perkosaan,

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan wraian dalam latar belakang masalah maka dapat dirumuskan

sebagai masalah sehagm h:,kl :

1. Apa pertimbangan jaksa lam melakukan penuntutan dalam perkara tindak
pidana perkosaan tersebut 7

2. Bagaimana penerapan Pasal 12 ayat (4) KUHP dalam surat tuntutan Jaksa
Penuntut Umum ?

3. Bagaimana pelaksanaan penuntutan dalam perkara yang sama apabila terjadi

di masa yang akan datang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan
1. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan laporan penelitian ini disamping untuk
memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan gelar Magister Hukum

pada Universitas Sriwijaya Palembang (UNSRI) juga bertujuan :
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Unituk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan Jaksa dalam surat

mntutan dalam perkara ini

. Untuk menganalisis dan menjelaskan Pencrapan pasal 12 ayat (4) dalam

surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

. Untuk mengevaluasi pelaksanaan penuntutan dalam perkara yang sama

di masa yvang akan datang.

. Manfaai Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini maka

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

b. Manfam teoritis

c.

Hasil penelitian juga diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran ilmizh bagi kemajuan ilmu hukom. Diharapkan dapat
menambah pengetahuan dan memberikan wawasan yang lebih konkrit
bagi lembaga peradilan, khususnya bagi aparat penegak hukum, secara
umum terkait pertimbangan surat permohonan dalam prakiek peradilan
di Indonesia. pada umumnya, dan penelitian bukum secara khusus
mengenal faktor-faktor vang dipertimbangkan oleh Jaksa Penuntut
Umum dalam penerapan Pasal 12 Ayat 4 KUHP terhadap tindak
pidana perkosaan.

Manfaat Prakii

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran

dan  pertimbangan dalam  menangani  dan  dapat  memberikan
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sumbangan pemikiran bagi aparat peradilan pidana terutama Jaksa dan
Hakim dalam menuntut dan mengenakan sanksi pidana terhadap
pelaku tindak pidana perkosaan. Selain menemukan senfencing guide,
hasil penulisan ini diharapkan memberikan masukan pula kepada
aparatur Lembaga peradilan negara schingga dapat menunjang prinsip-
prinsip keadilan terhadap scorang pelako tindak pidana khususnya

dalam pasal 285 K UHPidana.

D. Kerangka Teori

Grand Theory

Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Keadilan

dan Teom  Pertang gungiawaban Pidamna.

i. Teori Keadilan

Hukum dan keadilan saling terkait cral, dan diharapkan scbuah
hukum akan mengarah pada keadilan. Tetapi jika tidak ada keadilan
dalam hukum, i tidak aksn memenvhi wjuan yang dimaksudkan.
Haruskah hukum dianggap scbagai komponen hukum atau hanya
elemen? Jika keadilan merupakan komponen penting dan hukum, maka
aturan vang tidak adil tidak hanva tidak adil tetapi juga ilegal, Jika ada
sesuatu vang ilegal, tidak ada yang tunduk pada hukum vang berlaku, dan
tindakan pencegahan tidak efekuf. Sebaliknya, jika keadilan merupakan
komponen hukum yang mengatur perilaku, maka hukum vang tidak adil

meskipun merugikan tetap merupakan hukum dan tetap dapat ditegakkan
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(walaupun hanya secara eksternal berupa sanksiOleh  karena i,
pertanyaan yang muncul adalah apakah dengan memiliki suam peraturan
dalam bentuk yuridis yvang layak saja sudah memenuhi syarat scbagai
undang-undang (richtiges Keche/benar) ataukah juga mensyaratkan agar
peraturan itu berpegang pada asas-asas keadilan (gerechtes Rechttadil).."
gﬂblmm demikian sering ditemukan dalam kasus konkril, seperti
dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara
pidana (criminal of justice) atan seorang tergugat terhadap perkaraperdata
{private of justice] maupun tergugat pada perkara tata usaha ncgara
{wdministration of justice) atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak
adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa
dengan keyakinannya putusan itu telah adil karena putusan it telah
didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam
bentuk peraturan perundang-undangan. '* Keadilan hanya bisa dipahami
jika ia diposisikan sebagai keadaan vang hendak diwujudkan oleh hukum.
Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum  tersebut merupakan
proses yang dinamis yang memakan banyak wakw. Upaya ini scringkali
juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka
umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.”

Secara konkrit hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah

B Alauddin, 2015, fowrnal sin-alaiddin.ac idindex phpjurisprud entietarsicle/dovwaload! 4588/
4180, Vel I 1 No .

" Ancdi Hameah, 19960, Hukem Acara Pidana i Indonesio, Edisi Revisi. Jakarta @ Sinar

Grafika, hlm, 251,

' Carl loachim Friedrich. 2004, Filsafor Hukwm Perspebiif Historis, Bandung : Nuansa dan

Musamia, him. 239,
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vang mengaiur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang
merupakan kekerabatan, kekeluargaan dalam suatu wilavah negara. Dan
masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai sama
dalam masyarakat itu sendiri {shared value) atau sama-sama mempunyai
tujuan tertentu, "

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di
akhir abad ke-20, John Rawls, seperi A Theory of justice, Politcal
Liberalism, dan The Law of Peoples, vang memberikan pengaruh pemikiran
cukup besar terhadap gslmrsus nilai-nilai keadilan. ' Menurut John Rawls,
vang dianggap sebagai "liberal-egaliter keadilan sosial,” keadilan adalah
kebajikan utama organisasi sosial (lembaga sosial). Mamuon, tidak dapat
menuntut atau menentang perasaan keadilan dari setiap orang vang telah
mencapainya, menguniungkan bagi seluruh komunitas. terutama individuo-
individu yang tidak berdaya yang mencari keadilan, ™ Secara khusus, John
Rawls sepenubnya memanfaatkan gagasan pencipraan yang dikenal sebagai
"posisi awal® dan "selubung pengetahuan” untuk membangun gagasan
tentang prinsip-prinsip keadilan. Menurut perspeknl Rawls, setiap orang
dalam masyarakat harus diperlakukan sama. Untuk mengatur struktur dasar
masyarakal, tidak boleh ada perbedaan status, kedudukan, atan kedudukan
vang lebih tinggi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dalam pandangam

Rawls, ini setara dengan “posisi asli®, vang didasarkan pada gagasan

'* Jiviad.

¥ Pan Mohamad Faiz, 2009, Teorf Keadilan John Rewls, dalam Jurnal Konstitusi, YVol, 6 Momor
I, him. 139,

* Thid, him. 140,
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keseimbangan reflekiif berdasarkan kualitas rasionalitas (rasionaliras),

kebebasan (freedom), dan kesetaraan (equaliry) (strukiur dasar masyarakat ).,

Lebih lanjut Rawls mengatakan bahwa teori keadilan yang memadai
harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, di mana prinsip-prinsip keadilan
vang dipilih sebagai pegangan bersama sungguh-sungguh merupakan hasil
kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional, dan sederajat.
Hanya melalui pendekatan kontrak inilah sebuah teori keadilan mampu
menjamin  pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban
secara adil bagi semua orang. Dalam arti ini keadilan bagi Rawls adalah
fairness. Menurut Rawls, masyarakat yang baik harus mampu mengevaluasi
dirinya sehbagai lembaga koperasi di mana setiap peserta bercita-cita untuk
meningkatkan dan membaniu yang lain. Sebuah weori keadilan yang dapat
mencrima  kerjasama sosial dan., dad waktu ke waktu, memfasilitasi

pengembangan masyarakat yvang tertib dan terstur adalah teori yang cukup *'

Teori Keadilan digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai
pertimbangan Jaksa Penuntut Umum pada perkara tindak pidana perkosaan

Kejaksaan Negeri Lebak

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana
Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif
saal ini menganui asas kesalahan sebagan salah satu asas disamping asas

legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari

* Ibic.hlm 146
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pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan
demikian, terjadinya penanggungjawaban pidana karena ada kesalahan
yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah
ada aturan vang mengatur tindak pidana tersebut. Roeslan Saleh
menyatakan hahwa: “Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban
pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek vang harus dilihat
dengan pandangan-pandangan falsafah. Sam diantaranva adalah keadilan,
schingga pembicaraan  tentang  pertanggungjawaban  pidana  akan
memberikan kontur vang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebaga

soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat™ **

2. Middle Range Theory

Teori kepastian hukum digunakan dalam penelitian i Middle
Range Theory. Teori Kepastian Hukum Kelsen menegaskan bahwa aturan
hukum adalah seperangkat norma. Norma mencakup beberapa pedoman
tentang apa yang harus dilakukan dan merupakan komponen dari *harus®
atau das sollen. Hasil dari perilaku manusia yang disengaja adalah norma.
Hukum wmum memberikan standar tentang bagaimana orang harus
bertindak dalam situasi sosial, termasuk interaksi dengan orang lain dan

komunitas, Peraturan-peraturan ini berfungsi sehagai penghalang terhadap

2 goeslan Saleh, 2002, Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungfowaben Pidama, Ghalia
Indonesia, Jakartahlm. 10
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kemalasan dan perilaku diskriminatif. Kepastian hukum dihasilkan oleh
fakta bahwa peraturan-peraturan tertentu telah ada dan dipatubi. =

Manfaat hukum dan kepastian hukum dekat dengan tujuan hukom
praktis. Dapat dikatakan bahwa “summum ius, summa injuria, summa lex,
summa crux” yang artinya hukum yang keras dapat membantu, kecuali
vang dapat menolongnya, padahal keadilan bukanlah salu-satunya tujuan
hukum, tetapi wjuwan yvang paling substantif. hukum, adalah keadilan.
Kaum positivis  mengutamakan kepastian  hukum, sedangkan kaum

fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum .

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua arti: pertama,
adanya aturan-aturan umum yang menginformasikan kepada masyarakat
ientang perbuatan-perbuatan yang boleh atau vang dilarang; dan kedua,
berupa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan sewcnang-
wenang pemerintah karena dengan adanya aturan umum, rakyat dapat
mengetahui apa yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh negara kepada
individu. Aliran pemikiran Positivisme dalam dunia hukum vang
cenderung memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri,
merupakan landasan bagi ajaran Yuridis-Dogmatik yvang melahirkan
kepastian hukum tersebut. Menurut ajaran mazhab ini, keberadaan hukum

umum tidak menjamin terpenuhinya twjuan hukum. Sifat universal darn

B Peter Mahmud Marsuki 2008, Peagantar e Hikum, Lakarta: Kencana, hlm, 158,
# Domimkus Rato, 20010, Filsgfar Hwkwem Mencari: Memahami dan Memahami Hukam.
Yogvakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 59,
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rule of law menunjukkan bahwa ia hanya mementingkan kejelasan dan

tidak memiliki kepentingan untuk mencapai keadilan atau keuntungan **

Tiga fakior vang harus diperhatikan dalam hukum: kejelasan
hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga hal tersebut harus mendapat
perhatian yang sama. proporsional, dan seimbang. Namun, tidak selalu
mudah untuk mencapai keseimbangan antara tiga hal dalam praktik.
Orang-orang kehilangan arah tanpa hukum, yang pada akhimya mengarah
pada kegelisahan. Mamun, itu menempatkan penekanan yang tidak
semestinya pada kepastian hukum, mematuhi hukum terlalu dekat, dan

akan memberikan rasa ketidakadilan kepada orang-orang.

Dalam mencan Keadilan berharap adanya kepastian hukum karena
melindungi mereka dari tindakan sewenang-wenang aparat  penegak
hukum yang selalu angkuh dalam perannya sebagai penegak hukum.
Masyarakat akan sadar akan hak dan kewajiban hukumnya jika ada
kepastian hukum. Orang tidak akan tahu apa yang harus dilakukan, apakah
kegiatannya benar atau salah, atau dilarang secara bukum jika tidak ada
kejelasan hukum. Melalui penokohan vang tepal dan jelas dalam suaty
undang-undang, kepastian hukum ini dapat dicapai, dan penerapannya
akan nyata. Apabila orang vang melakukan perbuatan pidana itu memang
mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia
mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang

terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas vang tidak tertulis: “Tidak

** Riduan Svahrani, 1999, Rengleean fisari fmu Holoe, Bandung: Citra Aditya, him. 23,
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dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tenm dasar dari pada

dipidananya si pembuat,

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing
pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "roerekenbaarheid”, criminal
responbiliny”, “criminal lability”. Bertanggung jawab atau tidaknya seorang
tersangka atan terdakwa atas suatu tindak pidana (kejahatan) yang terjadi
tergantung pada pertanggungjawaban pidana. Atau, apakah akan dinyatakan
bersalah atau dibebaskan. Jika dia terbukiti bersalah, harus ditonjukkan
bahwa kejahatan i dilakukan seeara ilegal dan ceroboh. Ketrampilan ini
merupakan kesalahan perbuatan, baik yang dilakukan dengan sengaja
maupun sembrono. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa sadar akan
kesalahannya dan bahwa perbuatan it 1ercela. 27

Tanggung jawab dalam Pidana adalah kewajiban di pihak pelaku
kejahatan tercela untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dengan

mengakui kesalahan atas perbuatan kejahatan i,

Aplied Theory
Teori Penegakan Hukum Pidana mempakan Teori Terapan yang
digunakan dalam penyidikan ini. Untuk membangkitkan, melestarikan, dan

melanggengkan kehidupan, landasan penegakan hukum adalah kegiatan

* 0. Cit, him 27

I

Kanter dan Sianturi. 2002, Ases-Asr Hwdum Pldora IV Indenesia dan Penerapanaya,

Storin Grafika, Jakaria, him. 54
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menyeimbangkan hubungan antara nilai-nilai vang ditentukan dalam hukum

vang tegas, yang diwujudkan dan sikap tindakan ™

Tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan konsep keadilan,
kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Olch karena itu, pencgakan
hukum pada dasarnya merupakan proses realisasi gagasan. Sebagai pelaku
dunia nyata dalam lalu lintas atan hubungan hukum dalam kehidupan
bernegara dan bemmegara, penegakan hukum mempakan mekanisme
masyarakat untuk penegakan atau pengoperasian standar hukum. Tujuan
penegakan hukum adalah agar gagasan dan gagasan yang diharapkan
masyarakal menjadi kenyataan. Ada banyak langkah yang terlibat dalam

prosedur penegakan hukum.

Menurut Soerjono Sockanto, pencgakan hukum  adalah kegiatan
menyerasikan  hubungan nilai-nilai yang terjabarkan  didalam  kaidah-
kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak
sebagai rangkaian  penjabaran nilai tahap  akhir umuk  menciptakan,
memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan
hukum secara konkret adalah berlakunya hukum posiuf dalam prakuk
sehagaimana seharusnya patut dipatwhi. Oleh karena itw, memberikan

keadilan dalam suatu perkara beranti memutuskan hukum in concrerodalam

® Socjono Sockanto, 1993, Falbior-Fakbtor Yang Mempengoruhi Penegakaon Bakum . Jakarta: Raja
Girafindo Persada, hlm. 13,
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mempertahankan  dan  menjamin i @atinga  hukum  materiil  dengan

menggunakan cara procedwral vang ditetapkan oleh hukum formal ™

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atan patokan atau
sikap tindak wvang dianggap pantas, atau scharusnya. Perilaku ataw sikap
tindak  tersebut  berujuan  untuk  menciptakan, memelihara  dan
mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan
hukum. Penegakan hukum sebagai swalu  proses, pada hakikalnya
merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang
tidak secara ketat diaiur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur

penilaian pribadi.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapatlah ditarik
suatau kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok daripada penegakan
hukum sebenarnya  terletak  pada  faktor-faktor  yang  mungkin
mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral,
schingga dampak positil atau negatifnya teretak pada isi fakwor-fakuor
tersebut. Faktor-faktor terscbut, adalah faktor hukum, faktor penegak
hukum, faktor sarana ataw fasilitas dan faktor masyarakat.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan
pengertian  pertangungjawaban  dalam  hukum  pidana.  Didalamnya
terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.™ Jadi,

apabila dikatakan bahwa orang it bersalah melakukan sesuatu tindak

* Dellyana Shant, 1988, Komsep Penegekan Hulim. Yogyakarta: Liberty. hlm. 33,
“ Ihid, hlm 5%
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pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatanya,

Menurut Rocslan Saleh, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pengertian  perbuatan  pidana  tdak  termasuk hal
pertanggungjawaban. Perbuatan  pidana  hanya menunjuk  kepada
dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan
i kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam
melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak.
Apabila orang wyang melakukan perbuatan pidana i memang

mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana®.*

E. Ruang Lingkup

Scjalan dengan latar belakang dan permasalahan yang akan dibahas
dalam penelitian ini maka mang lingkup penelitian di batasi masalahan
pembahasan pu-:klm tunmutan jaksa selaku penuniut umum terhadap perkara
tindak pidana perkosaan yang terjadi di wilayah hukum kejaksaan Negen

Lebak.

E. Kerangka Konseptual

Uraran Kerangka Konspetual disim dimaksud agar permasalahan yang
akan diteliti dapat berkorelasi dengan judul penelitian. Penelitian ilmiah ini
berjudul “Analisa vuridis terhadap pasal 12 ayat (4) KUHP dalam tntutan
Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana perkosaan (studi Kasus

perkara nomor : E3/Pid. B/Epo. 22019/, perkara nomor 105/Pid B/Epo. 272019

"' WMoeljuno, 1993, Asas-Asay Hakam Pidans, Putra Harsa, Surabaya, him 23
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dan perkara nomor : 1089/Pid B/Epo 2/2019. Dari judul akan diuraikan kata

demi kata, setelah itu akan dioraikan maksud darn tujuan penclitian.

1. Analisis yuridis

Kata analisis disdaptasi dari bahasa Inggris “analyvsis " yang secara
ctimologis berasal dari bahasa Yunani kuno “awihooc” (dibaca Analusis).
Kata Aralusis terdiri dari dua suku kata, vaitu “ane " yang aninya
kembali, dan “fwein” yang artinga melepas  atau  mengurai.  Bila
digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali. Jadi
secara umum, pengertian analisis adalah aktivitas yamg terdiri dari
serangkaian kegiatan seperti: mengurai, membedakan, dan memilah
sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan
kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Pendapat lain
menyebutkan analisis adalah usaha dalam mengamati sesualu  secara
mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya

atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.”

Menurut asal Katanya tersebut, analisis adalah proses memecah
topik ataw substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian vang lebih
kecil untuk mendapatkan pemahaman yvang lebih baik. Pendekatan analisis
yuridis dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum
utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas hukum

serta peraturan perundang-undangan vang berhubungan dengan analisis

“ Edwin Sudjono, Membuar Karva Tulis [Tmiah, Alfaresta, Bandung. 2018, him 180p.Cit. hlm 20
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data ini, penulis menggunakan analisa isi (comtent analisis) yakni dengan

maksud menganalisa  secara  mendalam  tentang  isi pertimbangan-
pertimbangan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Hakim u
menggenai © Aspek Kepastian Hukum, Pada aspek ini yang akan penulis
teliti adalah pelaksanaanpene gakan bukum oleh Jaksa dan Hakim, apakah
telah sesuai dengan penerapan pasal 12 ayat (4) KUHP dan pelaksanaan
r:amki -:lan.'u pasal 285 KUHPidana sesuai dengan ancaman pidananya
dan ra materiilnya  penulis ingin mengetahui secara mendalam
mengenai latar belakang pertimbangan Jaksa penuntut umum schingga
diketahui bahwa tuntutannya telah mendasarkan pada aturan hukum yang
jelas untuk dipergunakan dalam menuntut tersangka. Penulis dalam hal ini
juga melakukan interpretasi sistematis, dimana interpretasi sistematis ini
adalah penafsiran dengan menilik susunan yang berhubungan dengan
peraturan perundangan yvang bersangkutan, terhadap keputusan hakim
menyangkut pemenuhan  aspek, kepastian hukum, juga interpretasi
mengenal bagai mana pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan

terhadap kasus tindak pidana perkosaan imi.

Surat Tuniwian @ dapat dijelaskan sebagai kesimpulan jaksa atas
pemeriksaan  perkara  yang  dibwal  berdasarkan  proses  pembuktian  di
persidangan. Yang berisikan wntutan hukum dan Jaksa penuniut Umum yang
diakumulasikan dari awal persidangan sampai dengan pembuktian Perkara
tindak pidana perkosaan : suatu tindakan pada tempat, wakw dan keadaan

tertentu, yang dilarang (atan melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana
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oleh undang-undang serta bersifar melawan hukum dan mengandung unsur
kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu beranggung jawab

dalam hal ini khususnva perkara perkosaan,

Jadi maksud dari penulisan karya ilmiah ini adalah apa-apa saja yang
menjadi pertimbangan penuntut umum dalam membuat juga membacakan surat
tuntutan terhadap perkara tindak pidana perkosaan tersebut dapat diperoleh
apakah sural tuntutan tersebut telah sesual dengan hukum acara pidana dan

peraturan perundang-undangan lainnya.

Swrat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Surat wmutan dapat dijelaskan sebagi kesimpulan jaksa atas pemeriksaan
perkara yang dibuat berdasarkan proses pembuktian  persidangan  yang
berisikan tuntutan hukum dari Jaksa Penuntut Umum yang diakomulasikan dari

awal persidangan sampai dengan pembukiian.”

Secara garis besar, surat tuntotan pidana memuoat :

a. Pendahuluan Pada bagian pendahuluan, memuat nama terdakwa serla
identitas lengkapnya. Pada bagian ini juga disertai surat dakwaan.

b. Uraian fakta hukum
Pada bagian ini isinya meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan
petunjuk (kalau ada). Petunjuk ini bisa dalam bentuk Berita Acara
Penyidikan, Berita Acara Rekonstruksi dan lainnya.

. Analisa fakta hukum Pada bagian ini, berita fakta vang diperoleh di

persidangan akan disusun menjadi kesimpulan Jaksa Penuntut Umum.

** Surat dakwaan & sural wuntwtan dalam perkara pidama, Lyyberti Yogyakarta, 1988, him 12
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d. Analisa hukum atau uraian yuridis Bagian analisa ini berisikan pembukiian
atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

€. Tuntutan pidana Bagian ini berisi pendapat Jaksa Penuntut Umum atas
perkara yang telah diperiksa, hal yang memberatkan serta meringankan
terdakwa, serta tuntutan sanksi pidana kepada terdakwa.

Surat tuntutan {requisitoir) mempakan bagian yang penting dalam proses
hukum acara pidana. Surat tuntutan (reguisitoir) dibuat secara tertulis dan
dibacakan di persidangan dasar hukumnya Pasal 182 ayat (1) hurof ¢ KUHAP.
Sural tuntutan (requisitoir) mencantumkan tuniutan jaksa penuntul umum
tethadap terdakwa, baik berupa penghukuman atau pembebasan dan disusun
berdasarkan pemeriksaan saksi dan saksi ahli, alat bukti, dan Keterangan
terdakwa. Berbeda dengan surat dakwaan yang disampaikan di awal
persidangan, belum ada ancaman pidananya, dan disusun berdasarkan berita
acara pnli&i.lkﬂn Jika tuntutan pidana sering juga disebut requisitoir. Surat
tuntutan pidana dibuat dari fakta yang telah diperoleh dari pemeriksaan
persidangan pengadilan™.

Pengajuan tuntutan pidana dan pembelaan baru dapat dilakukan setelah
terlebih dahulu ada pemyataan hakim ketoa sidang bahwa pemeriksaan perkara
telah sclesai. Dengan kata lain, peountutan dan pembelaan merupakan tahap
lanjutan setelah pemeriksaan terhadap perkara dianggap selesai oleh ketua
sidangdiajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan
dinyatakan selesai (pasal 182 ayat [1] KUHAP). Jadi, surat tuntutan dibacakan

selelah proses pembuktian di persidangan pidana selesai dilakukan.

“ Sugivanto, Hukum Acara Pidana dalam Prakiek Peradilan di Indonesia, 2018, him 23
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3. Jaksa Penuntut Umum.

Sesuai dengan UU Kﬂj&sm.%n jaksa sebagai penuntut dan pelaksana
ketetapan  pengadilan. Apakah peranan tersebul berbeda jika tap proses
peradilan hukum pidana dan perdata? Perlu diketabui bahwa seorang jaksa
memiliki rentang tugas vang luas, yakni scjak awal sampai dengan akhir proscs
penanganan perkara pidana, serta kewenangan lain vang diatur oleh undang-

undang.

Jaksa Penyelidik yain jaksa yang bertugas untuk melakukan penelitian
terhadap berkas perkara hasil penyelidikan. Kemudian ada Jaksa Penyidik
sebagai jaksa yang menjalankan kewenangan yang tertuang dalam Pasal 30 ayat
(1) huruf d UL Kejaksaan, yakni melakukan penyidikan terhadap tindak pidana
terientu berdasarkan Undang-Undang. Adanya Jaksa Penuntut Umum. vakni
pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai
penuntut umum di muka pengadilan serta melaksanakan penetapan hakim. Ada
juga Jaksa Eksckutor yang berperan sebagai pelaksana putusan pengadilan yang

telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana.

Penuntnt Umum adalah joksa vang diberi wewenang oleh Undang-
Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
Secara garis besar berdasarkan pengertian di KUHAP, ... Sebagai penuntut
umum; Pelaksana putusan pengadilan yvang telah mempunyai kukua hukum

7

tetap (eksekutor) Berdasarkan Pasal 30A UU Nomor 11 Tahan 2021 .cjnksaan

Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang melakukan kegiatan
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penelurusan, perampasan, dan dan pengembalian asset perolehan tindak pidana
dan asset lainnva kepada Negara, korban atau vang berhak. Tugas dan
wewenang di bidang pidana Umum discbutkan dalam Pasal 30 C huruf ¢ UU
nomor 11 tahun 2021 yaitu : turut serta dan aktif dalam penanganan perkara
pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, rehabilitasi,
restitusi dan kopensasinya. Hal ini berada di bawah lingkup Kejaksaan Republik
Indonesia yang bertugas melaksanakan penegakan hukum dan melaksanakan
perintah pengadilan vang mempunyai akibat hukum. [a juga memiliki kekuatan
untuk memutuskan apakah akan memulai penyelidikan kriminal sesuai dengan
hukum. Melengkapi berkas perkara tertentu sehingga dapat dilakukan
penyidikan tambahan sebelum diserahkan ke pengadilan; komunikasi dengan

penyidik diperlukan untuk cksckusi.

Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum dalam UU No. 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan yang telah dirubah dalam UU Nomor |1 tahun 2021 di dalam

Pasal 1 angka 2 dan 3 menvebutkan :

Jaksa adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan fungsional vang memiliki
kekhususan  dan  melaksanakan twgas dan  fungsi dan  kewenangannya
berdasarkan Undang-undang, sedangkan, Penuntut umum adalah jaksa yang
diberi wewenang oleh undang-undang ini uniuk melakukan penuntutan dan

melaksanakan penetapan hakim serta weweang lain berdasrkan Undang -undang .

¥ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, UL No, 11 Tahun 2021 tentang  Kejaksaan, lakara |
hilm 2-3.
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Pengertian Joksa dan Penuntut Umum dalam UL No. 11 Tahun 2021 tentang

Kejaksaan yang di dalam Pasal | anghka 2 dan 3 menvebutkan

Jaksa adalah Pegawai Negeri sipil dengan jabatan fungsional vang diberi
wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan
pelaksanaan putusan pengadilan vang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

serta wewenang lain berdasarkan undang-undang .

4. Tindak Pidana Perkosaan.
Bagi perempuan, tindak perkosaan memiliki dampak yang sangal serius.
Wanita vang telah diperkosa biasanya menghadapi trauma yang bertahan lama,
perasaan terhina, ketidakmampuan untuk mengembangkan hubungan sosial yang
sehat, dan kadang-kadang ada stigma vang terkait dengan korban pemerkosaan
setelah pemerkosaan. Menjadi korban kerugian fisik, mental, dan moral, serta
penderitaan sosial dan ekonomi yang bersifal sementara atau berkelanjutan,

dianggap sebagai penderitaan..”

Perkosaan tidak bisa dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi

urusan privat (individu korban), namun harus dijadikan scbagai problem publik
karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku yang tidak bermoral
dan keji yang selain melanggar HAM, juga mengakibatkan derita fisik, sosial,
maupun psikologis bagi kaum perempuan Perkosaan dan penanganannya selama
ini menjadi salah satu indikasi dan bukti lemahnya perlindungan (pengayoman)

hak asasi manusia, khususnya perempuan dari tindakan kekerasan seksual yang

* Thid, hlm 3
7 wan Setiawan Jumal Tindak Pidana Perkosaan, 2018, hlml25
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tergolong  pada  kekernsan terberat. Perlindungan terhadap perempuan  telah
dinvatakan pula oleh Konvensi PBB vang telah menjangkau perlindungan
perempuan sampai ke dalam wrusan rumah tangga, tidak scbatas hak perempuan

di luar rumah atau sektor publik *

Hukum pidana mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan yang dilarang
oleh undang-undang dan mengakibatkan hukuman pidana bagi individu vang
melakukan pelanggaran tersebut. ™ Kata perkosaan berasal dari bahasa latin rapere
yang berani mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Tindak pidana
perkosaan dulunya rutin dilakukan untuk mendapatkan istri, dan tidak hanya
berupa persetubuhan; itw juga mencakup bentuk-bentuk penyerangan lain yang
mempengaruhi - status  seks  seseorang melalui  penggunaan luml!ian dan
pemaksaan terhadap musuhnya. Tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Pasal
285 KUHP. yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan hubungan
seksual dengannya sebagai akiban perkosaan tanpa persetujuan istrinya diancam
dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Hal ini diperlukan untuk melakukan
aktivitas seksual tanpa membual ancaman kekerasan berdasarkan Pasal 285
KUHP. Ciri-ciri pemerkosaan adalah masuknya penis ke dalam lubang vagina
selama aktivitas seksual, bersamaan dengan penggunaan kekerasan oleh pelaku
terhadap korban. Orang-orang yang diperkosa dapat disimpulkan dari uraian di

atas sebagai berikut

a. Perbuatan Scks tanpa izin dengan scorang wanita tanpa izinnya.

¥ Ihid, hlm 127
* Bambang Poemomo, Asas-Asas Hukuwm Pidara, Jakoarta, Ghalia indonesia, 1988, him 18)
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b. Aktvitas seksual ilegal amara seorang prin dan seorang wanita yang
dilakukan di luar kehendak wanita tersebut dan di bawah tekanan,

¢. Ketika seorang wanita bersama, scorang pria melakukan aktivitas seksual
dengan dia yvang bukan istrinya atau yang tidak memberinya izin®

F. Metodologi Penelitian
Metodologi  penelitian  adalah cara  proses pemeriksaan  atau
penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan teori-teori yang logis
analitis, beradasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suate  ilmu
tertentu, untuk menguji kebenaran suatu hipotesis atau teori tentang gejala-
gejala atau peristiwa social atau peristiwa hukum tertentu !
1. Tipe Penelitian
Pada umunya ada banyvak pertanyaan yvang belum terjawab, jadi
yang kita cari, temukan, dan ketahui belum tentu merupakan
kebenaran yang utuh. Oleh karena itu, pengujian tambahan masih
diperlukan. ™
Metodologi itu pada hakikatnya adalah memberikan pedoman
mengenai  bagaimana cara  seorang  ilmuwan  dalam  mempelajari,

menganalisa serta memahami keadaan vang dihadapi. Selaras dengan hal

* Hariyanto. Dampak Sosialogis Psikalogis Korban Tindak Pidana Perkosaon Terhadap Wanita,
Pusat Swdi Wanita Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, 1997 hlm 12

A Sunaryati Harono, Penelition Hukum Indonesia pada Akhir Abad ke-20 Bandung, 1994, him
1S

“ Amimsdin dan H Famal ASIKIN, Pengantar metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo
Persada, Jukara 2004, him 19
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tersebut maka metode penelitian yang penulis lakukan adalah metodologi

penelitian Normatif,*

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundangan-undangan { Srature Approach)

Analisis hukum yang menjadi subjek penelitian dilakukan dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai  metodologi
penelitian.* Uraian aturan hukum vang memandu penyelesaian perkara
tindak pidana anak melalui diversi dilengkapi dengan menggunakan
metode ini. Metode ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk
menyelidiki apakah ada konsistensi dan kesesuaian antara suatu hukum
dengan penelitian yang berusaha mengungkap kebenaran secara
metodis, sistematis, dan konsisten. Data vang telah dikumpulkan dan
diproses dianalisis dan dibangun selama proses penelitian **

Mencari ke belakang adalah penelitian. Karena hasil pencarian ini
akan dimanfaatkan untuk memberikan jawahan atas pertanyaan tertentu,
pencarian yang dimaksud adalah pencarian pengetahuan akwal (ilmiah).

Dengan kata lain, penclitian mendidik untuk menyadari  hukum,

4 Murseh Mursanef, Pedoman me mbuat Skripsi, Haji Msagung, Jukana, 1981, him 31

* Johny Ibrohim, Teori & metodologi Penelition Hukum Mormanf, Cet 11, Malang Bayumedia
Publisihing, 2003, him 302

“* Socjono Sockanto . Sri Mamudji, Penclittan Hukum Nomatif Suatu Tinjaan Singkat, PT. Raja
Grafindo Persada, Jokara, 2008, hilm |
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hubungan antara hukum dan konstitusi, hubungan antara peraturan dan

undang-undang, dan lain sebagainya ®

b. Pendekatan Sosio-Legal (Socio-Legal Approach)

Tujuan dari pendekatan swudi kasus ini adalah uniuk mengkaji
bagaimana norma atau peraturan digunakan dalam praktik hukum yang
sebenamya.

Kasus-kasus yang sedang diselidiki sehubungon dengan penelitian ini
melibatkan tindak pidana pemerkosaan vamg terjadi di wilayah hukum
Kejaksaan  Negeri  Lebak  Provinsi  Banten  dengan  tersangka
mengatasnamakan AJl PURNAMA Bin USMAN RASID dan diajukan ole¢h
Jaksa Penuntut Umuom dalam 3 (tiga) kasus. dalam surat kejaksaan. Nomor
Jaksa Penuntut Umum : 33/PidB/Epo.2201%tanggal 28 Agustus 2019
dituntut selama 5 (lima) tahun, perkara nomor 105/Pid. B/Epo. 22019 tanggal
19 Juni 2019 dimontut selama 8 (delapan) tahun dan perkara nomor :
109%/Pid B/Epo.2/2019 tanggal 28 Agustus 2019 dituntut selama 5 (lima)
tahun schingga dalam mnman tersebut jika diskumulasikan melewati
ancaman maksimal dari pasal 285 KUHP tersebut yaitu 18 (delapan belas )
tahun.

d. Adapun alasan digunokan pendekatan ini karena permasalaban yang ditelin
berkaitan erat dengan pengungkapan seberapa jauh peranan Undang-Undang

dan aparal penegak hukum (Jaksa) dalam melakukan penuntutan dan

% Peter Mahmud Maceuki, Penelitian Hukum, Jlakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm
93
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pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap wntutan yang diambil oleh
Jaksa Penuntut Unom. Metode pendekatan imi digunakan pula sehagai suatu
sarana dalam mendukung upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya
perampasan  hak yang mungkin saja bisa terjadi karena kurangnya
pertimbangan-pertimbangan aparat penegak hukum (Jaksa) dalam melakukan
penuniutan terhadap pasal 12 avat (4) KUHP dalam ancaman maksimal

perkara Tindak Pidana Perkosaan.

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum
Dalam penelitian, biasanya dipisahkan antara data yang dikumpulkan dari
sumber perpustakaan dan data vang dikumpulkan langsung dari masyvarakat.
Data primer adalah yang diperoleh langsung dari masyarakat {atan bahan hukum
dasar), sedangkan data sekunder biasanya diperoleh dari bahan pustaka, dan data
pihak ketiga biasanya dikumpulkan dari bahan hukum tersier.*’

a. Jenis Bahan Hukum

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini lebih condong ke metode
deskriptif analitik. Hal ini dimaksudkan agar dengan menggunakan teknik
deskriptif, penelitian ini dapat memberikan gambaran dan cin permasalahan
secara akurat. Metodologi deskriptif penelitian ini mencoba menggambarkan
sesuatu pada lokasi dan periode wakio tertentu.

Winamo Surakhmad menegaskan bahwa tujuan metodologi

penelitian  deskriptif adalah untuk menjawab isu-isu terkini. Penelitian

T Soerjono Sockandi & S Mamuwdji. Op.Cit, hilm 12
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deskriptif lebih merupakan frasa komprehensif vang mencakup berbagai
metadalogi deskriptif karena banyaknya penclitian semacam itu, Selain i,
menggunakan  metode  deskriptif | melibatkan  lebih  dari schedar
mengumpulkan dan mengumpulkan data; itw juga memerlukan menganalisis
dan menafsirkan pentingnya daa,®

nurm Hadari Nawawie, metode penelitian deskriftif ini mempunyai ciri

pokok, yakni:

1) Berkonsentrasi pada isu-isu yang diangkat oleh setiap studi terbarn atau
isu-isu aktual vang dihadapi:

2) Jelaskan rincian masalah yang dilaporkan karena didukung oleh

interpretasi logis.

Pendekatan analitis digunakan untuk menghasilkan hasil analisis
atas data yang dikumpulkan dan lapangan, antara lain sumber hukum
primer, sumber hukum sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum
sek umie. dan bahan hukum tersier.
1i| penelition  ini berusaha menyajikan  gambaran  yang
menyeluruh, mendalam tentang situasi atau fenomena yang diteli dengan
menggunakan analisis deskriptif.*® Olch karcna itu, dapat dikatakan bahwa
penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis hasil penelitian, yang

diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang bagaimana Pasal 12

“*EJd. him 22
* Ronny Hanintijo Soemitro, Metodologi Peaclitian Hukwn dar Surimeter, Ghalia Jakara, 19996,
him 58
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avat 4 KUHP digunakan dalam surat wniutan Jaksa Penuntwt Umum di

kasus tindak pidana pemerkosaan,

b. Sumber Bahan Hukum
Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah vang digunakan,
maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan :
1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data-data yang diperoleh dari hasil bahan studi Pustaka vang menyanghkut
mengenai pidana perkosaan dan berdasarkan pada surat tuntatan Jaksa
Penuntut Umum,

b. Bahan-bahan hukum Primer meliputi :
a) Undang-Undang Dasar 1945
by Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
¢} Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

d) Undang- Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia

¢} Surat Tuntutan Jaksa Penuniut Umum Nomor : PDM - 01 7 LBK / 06 /
2019 tanggal 19 Juni 2019, Perkara nomor: PDM 11 - 04/ LBK / 08 / 2019
tanggal 28 Agustus 2019 dan perkara nomor PDM I - 05 / LBK / 08 /
2019 tanggal 28 Agustus 2019.

f) Petikan Surat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lebak Nomor

B3Pid B2019PN  Rkb  tanggal 26 Jumi 2019, MNomor
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104/Pid B/20TYPn REb tanggal 7 Agustus 2019 dan Nomor @ 105/Pid
B2001%Pn. Rkb tanggal 7 Agustus 2019,

g) Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah
dalam penelitian ini.

Bahan Hukum Sekunder.

Drata dari studi literatur terkini dan dokumentasi dengan masalah yang
ditangani, serta dari hasil studi sebelumnya, aturan, u, literatur,
dokumen, majalah, surat kabar, dan lain-lain yang sudah ada, merupakan
sumber hukum sckunder vang diperlukan. sebuah studi dengan judul yang
diteliti.

Didalam penelitian hukum, data sekunder mencakup ** :

a. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum terhadap penerapan pasal 12 ayat
(4) KUHP dalam perkara tindak pidana perkosaan.

b. Dalu-la lain yang diperlukan sesuai dengan perkembangan di
lapangan.
data yang didapatkan dalam suatu pertimbangan dan penerapan perkara

tindak pidana.

4 Penarikan Kesimpulan.

Kesimpulan dalam scbuah penelitian sangat dibutuhkan sebagai

benmk ringkasan mengenai hasil dari penelitian, Bagian ini menjadi bagian

vang paling singkat dalam sebuah penelitian, namun bukan berarti menjadi

* Soejone Sockanto & Sri Mamudji. Op Cit, hlm 13
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bagian yang paling mudah uniuk ditelis. Sebisa mungkin kesimpulan harus
meninggalkan  kesan vang  bagus bagi pembaca  dikarenakan bagian

kesimpulan menjadi bagian vang paling diingat dari suatu penelitian.”

Metode E:m.ﬂtan kesimpulan dalam tesis ini mencrapkan logika
berpikir deduktif, yaimu gaya berpikir dari pernyataan umum ke kesimpulan
khusus. Penalaran hukum mengikuti prinsip-prinsip penalaran dedukiif yang
diakui dengan baik ketika membuat kesimpulan. Konkretisasi adalah suatu
langkah dalam proses deduksi vang menghasilkan perumusan norma-norma
hukum sebagai asas-asas hukum yang bersifat umum dan positif, yang
dilanjutkan dengan penerapan dan penerapan pemecahan masalah-masalah
yvang nvata dan konkrit untuk menghasilkan pemecahan-pemecahan masalah

hukum.

*! Soejono Sockanto & Sri Mamudji, Op Cit, hlm 33
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BAR 11
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana

1
1. Tindak Pidana

Istilah seperti juga perkataan adalah referensi dari svari referent.
Tetapi juga sering dikatakan orang bahwa istilah it dianggap merupakan
sualu perjanjian antara orang-orang yang menggunakannya tentang apa
yang dimaksud dan diartikan tetnang suatu istilah, Suatu kenyataan bahwa
spatu istilah sudah ada dan mempunyai pengertian tertentu  dalam
masyarakat. Kapan terjadi istilah i tidak ada scorang pun yang
mengetahuinya dengan pasti,

Ada istilah yang berasal dan istilah asing, tetapi setelah diambil
alih mempunyai pengenian yang khas, seperti misalnya istilah mfbﬁ.lf:it
dalam bahasa Indonesia  diterjemahkan  bermacam-macam.  Istilah
strafbaarfeit dalam bahasa Indonesia sebagai :

). Perbuatan yang dapat’ boleh dihukum

2). Peristiwa pidana

3). Perbuatan pidana dan

4) Tindak Pidana.

Istilah Tindak Pidana adalah suatw perbuatan yang pelakunya dapat
dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek
tindak pidana.*

Tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah

dilakukan dengan sengaja atau pun tdak dengan sengaja oleh seseorang

& K. Sianturi, Asas-Asas Hokum Pidana Indonesia dan Pencrapannya, Alumni AHAEM-
PETEHAEM. Jakaria, 1989, hlm 20

' Wirjono Prodjodikor, Ases-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung. hlm 59
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yang dapat dipertanggungjawabkan aatas undakannya dan oleh Undang-
Undang telah diﬁulakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum,™

Dalam dasar-dasar hukum pidana Indonesia alas an  dan
strafbaarfeit ilu dirumuskan seperti diatas karena ¢

a. Untuk adanya svatu stractbaarfeit itu disyaratkan bahwa disitu harus
terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diawajibkan oleh
Undang-Undang , dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban
semacam itw telah dinyatakan sebagai suam tindakan vang dapai
dihukum,

b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus
memenuhi semua unsur dari delik sepenti vang dirumuskan di dalam
Undang-Undang , dan

c. Setiap strafbaarfeit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau
kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakekatnya merupakan
suatu tindakan melawan hukum atan merupakan suatu onrechmati ge
handeling **

Didalam beberapa  rumusan  delik, Undang-Undang telah
mensyaratkan dengan tegas bahwa tindakan dari pelakunya it harus

bersifat melawan hukum.

Apabila suatu tindakan itu telah dilakukan dalam keadaan-keadaan
dimana undang-undang sendiri telah menentukan akibat hukumnya yakni
bahwa pelakunya tidak dapat dibukum, maka jelaslah bahwa sifat
melawan hukum dari tindakannya itu telah ditiadakan oleh Undang-
Undang dan dengan sendirinya orang juga tidak dapat berbicara mengenai

adanya suatu unsur tindak pidana.

*P.AF. Lamintang, Dasar-Dasar Hokum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, him 176
** Ihid. him 181
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hwﬂ strafbaarfeit sebagai kelakuan yang diancam pidana, yang
bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan vang
dﬂak oleh orang yang mampu bertanggungjawab. *

induk pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbautannya saja,
vaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Apakah yang
melangar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini
tergantung kepada keadaan batinnya dalam perbuatannya it, yaitu dengan
kcmln:.ra.

ahwa tindak pidana perbuatan vang dilarang oleh suatu aturan
hukum larangan mana disertai ancaman (Sanksi) yang berupa pidana
tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, dapat juga
dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan
hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalan pada itn diingat
bahwa larangan ditujukan keapds perbuatan. dﬂngkan ancaman
pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, antara
larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara

kejadian dan orang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat
pl.'lll 57

* Andi Hamzah, Aras-Aras Hokum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, him 88
T Moeljatno, Azas-Azis hukum pidana, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983, him 54
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n:jnwlhn Pidana.

Istilah pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua kata yakni
pertanggungjawaban dan pidana. Peranggungjawaban berasal dari kata
dasar tanggung jawab. Tanggung jawab diartikan sebagai: “keadaan wajib
menanggung segala sesuatunya kalauw ada sesuatuw hal boleh dituntu,
dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya”,**

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai
teerekenbaarheid, criminal responsibiivy, criminal liability. Diutarakan
bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan uwniuk  menentukan
apakah sescorang tersangka‘terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu

tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak™,*

Dengan  perkataan lain apakah pelaku akan dipidana atau
dibebaskan. Jika pelaku dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang
dilakukan itu bersifatmelawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung
Jawab, Kemampuan lersebut memperlibatkan kesalahan dan petindak
yvang berbenuk Kesengajaan atan kealpaan. Ataw dengan kata lain
tindakan terschut tercela dan pelakn menyadarni tindakan yvang dilakukan
terschut.

Bahkan jika seseorang telah melakukan kejahatan, mercka tidak
dapat dimintai pertanggungjawaban atau dihukum dalam hukum pidana

Jika mereka tidak bersalah,
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B W LS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 14
W J.5, Poerwadarminta, Op-Cit, hal. 25.




Kapan orang memiliki kekurangan adalah perianyaan  yang
muncul, Tanggung jawab kejahatan adalah pertanyaan tentang rasa
bersalah. Ketika scscorang melakukan kejahatan, mercka melakukan
kesalahan vang harus dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat.

m;li Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana,
menyat akan: kesalahan dalam arti luas, meliputi:

1) Sengaja, atau

2) Kelalaian (cudpa),

3) Dapat dipertanggungjawabkan ™

Ketiga hal wersebut diatas merupakan unsur subjektif syara
pemidanaan, Dan ditambahkan pula bahwa tiadanya alasan pemaaf
merupakan pula bagian keempat dari kesalahan.

Secara umum, ada dua teori tentang kesalahan, yaitu:

1. Teori psikologis vang menyatakan bahwa kesalahan pelaku
(pihak yang bersalah)jfdalah sesuatu yang tampaknya telah
ditangkap (dipahami) oleh hakim, mungkin dengan bantuan
psikiater atau psikoanalisis.

2. Teon normatif vang memandang kesalahan sebagai sualy
sifat yang ditentfan oleh masalah hukum daripada sebagai
keadaan mental {imisalnya, penilaian tentang apa yang salah
dalam kaitannyva dengan niat orang yang bersalah/pelaku) ™

B. Tindak Pidana Perkosaan dalam KUHP.
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Menurut KUHP, sescorang yang melakukan aktivitas seksual

sukarela di luar nikah umumnya tidak dihokum. Kemudian, hanya

individu yang terlibat dalam perselingkuhan di luar nikah di bawah

.| — -
“ 17 Andi Hamzah, Op-Cit, hal, 103,
“ D, Soedjono, Perianggangiowaban Dalam Hikem Pidana, Alumni. Bandung, 1981, him 54
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paksaan atau diperkosa yang dapat menghadapi hukuman berdasarkan

KUHP (verkrachiing)™

Pemerkosaan dilarang berdasarkan Pasal 285 KUHP. yang
menyatakan: “Barangsiapa dengan paksaan atau ancaman kekerasan
memaksa seorang wanita untuk berhubungan seks dengannya di luar
nikah, diancam dengan pemerkosaan, dan diancam dengan pidana
penjara paling lama dua belas tahun. di penjara.” Oleh karena itu,
menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa
perempuan yang bukan istrinya berhubungan seks dengannya adalah
pidana menurut pasal tersebut. Kata "kekuatan” mengacu pada
penerapan lekanan untuk membual seseorang bertindak bertentangan

dengan keinginan mereka ™

Definisi Pemerkosaan merupakan Beban sosial dan beban
kejahatan di masyarakat semakin lama semakin beral. Kehidupan
sosial masyarakat dipengaruhi oleh perkembangan ini, tetapi di sisi
lain, tingkat kemajuan juga menyebabkan munculnya berbagai jenis
kejahatan., Hukum pidana mendelinisikan kejahatan sebagai perbuatan
vang dilarang oleh undang-undang dan mengakibatkan hukuman
pidana bagi individu yang melakukan pelangearan tersebur, ™

:g;:da Nawawi Anel, Pakembangan Sistem Pemidanaan i Indonesia, Pustaka Magisier
Semarang. 2007, hlm 33
“ R, SecsiloKitab undang-undang hukum pidana (KUHF) serta komemar-komentamya lengkap
pasal demi pasal, Politeia, 2003, him 84
5 Rambang Poemomo, Pola dasar beorisasas wmon hukom acara pidana dan penegakan hakom
picana , phalia Indonesin, 1993, him 80
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Ketika seseorang memaksa atau memaksa orang lain untuk
terlibar dalam aktivitas seksual, seperti penetrasi vagina dengan penis,
mereka melakukan pelanggaran scksual yang dikenal sebagai tindakan
perbuatan. Pemerkosaan m.f.ﬂ] dari kata rape, yang berarti menindas
atau melanggar dengan kekerasan dalam kamus besar bahasa
Indonesia.” Ketika seseorang memaksa atau memaksa orang lain
untuk terlibat dalam aktivitas seksual, seperti penetrasi vagina dengan
penis, mereka melakukan pelanggaran seksual yang dikenal sehagai
tindakan perbuatan. Pemerkosaan E‘.ﬂsﬂ dari kata rape, vang berarti

menindas atau melanggar dengan kekerasan dalam kamus besar

hahasa Indonesia.

D masa lalu, pemerkosaan sering dilakukan untuk mendapatkan
pengantin wanita, dan kejabatan pemerkosaan tidak hanya mencakup
penyerangan seksual tetapi juga penyerangan lain pada alat kelamin
korban yang melibatkan kekerasan atan pemaksaan dari pihak
penyerang. Tindak pidana pemerkosaan didefinisikan sebagai berikwi
dalam Pasal 285 KUHP : 'anmg siapa yang dengan kekerasan atau
dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh
dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara
selama-lamanya dua belas tahun™. Dalam pasal 285 KUHP
mensyaratkan keharusan adanya persetubuhan yvang bukan istrinya

disertai dengan ancaman kekerasan.

" Tim Prima Peno, Kamus besar Indonesio, Gilumedia Press, 2011, him 453
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Macam-Macam Metode Pemerkosaan  Berdasarkan  alasan
terjadinya pemerkosaan, dapat dikategorikan menjadi beberapa alasan,

antara lain™ :

a) Seducrive Rope perkosaan vang terjadi karena nafsu  dan
subjektifitas subjektif vang merangsang pelaku. Biasanya, jenis
pemerkosaan ini terjadi ketika kedua pihak yang terlibat sudah
saling mengenal, sepenti dalam kasus perzinahan, kedekatan, dan
keluarga dan teman.

by Sadistic Rape tindakan pemerkosaan  vang  brutal. Karena
keterkaitannya  didasarkan pada  aktivitas  kekerasan  pelaku
terhadap korban, maka pelaku kepuasan seksual tidak hadir dalam
kasus ini.

c) Anger Rape Pemerkosaan yang Dilakukan Karena Marah yang
dilakukan oleh pelaku. Pelaku perkosaan semacam ini seringkali
menunjukkan kekerasan fisik. Kemarahannya perlu dikeluarkan,
bukan untuk tujuan seksual.

d)  Demination Rape ominasi pemerkosaan Pelaku dalam hal ini
ingin menunjukkan kekvasaannya atas korban. Tujuan utama
korban bukanlah untuk terlibat dalam aktivitas fisik karena twjuan
utama pelaku adalah untuk mengontrol korban secara seksual
sehingga mercka dapat menunjukkan bahwa kekerasan sedang
dilakukan terhadap individu tersebut. Misalnya: pembaniu
diperkosa oleh majikannya,

e)  Explofrasion Rape Jenis perkosaan ini terjadi sebagai akibat dari
keterganmungan pelaku pada korban, baik secara sosial maupun
finansial. Meski pelaku dalam kasus ini tidak melukai korban
secara fisik, namun ia mampu mengendalikan korban,

Penyebab Kekerasan Seksual (Pemerkosaan) Penyebab, sifat,
bentk, frekuensi, intensitas, dan metodologi kejahatan kekerasan
semuanya  dipengaruhi  oleh  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan

tcknologi,  pertumbuhan penduduk,  strukior  masyarakat,  sena

* Topo Santoso, Tindak Pidana Perkosaan dalam tinjanen hidaem pidana Jakanta 1997 him, 93-
93
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perubahan mlal sosial dan budaya. Serangan kekerasan dipengarubhi
dan diwamnai oleh berbagai penyebab langsung dan tidak langsung,
Penyebab perilaku kriminal ada dua, pertama adalah intemnal, meliputi
penyakit jiwa, kekuatan emosional, mentalitas rendah, anomie, usia,
jenis kelamin, kedudukan kesulitan seseorang dalam masyarakat,
pendidikannya, dan waktu luangnya. Sedangkan komponen kedua
herasal ri luar individu, seperti ekonomi, agama, bacaan. dan film.
Faktor luar adalah  deskripsi  sejarah  pelaku berdasarkan
pengamatannya terhadap perilaku yang diambil berdasarkan faktor
dari sudut pandang penjara tempat kejahatan dilakukan. Selalu,
lingkungan, lingkungan, dan masyarakal mengumpulkan seseorang.
Sescorang lebih mungkin untuk melakukan kejahatan ketika variabel
internal, seperti sikap atau kecenderungan mereka untuk tidak baik
inegatif), diperhitungkan. Ecm-r'p elemen  bergabung  untuk

menciptakan kepribadian mental ini, antara lain *7:

a. Faktor agama. seperti seseorang vang kurang memiliki peningkatan
spiritual dan karenanva lemah dalam pertumbuhan moral dan
intelektoal

b. Faktor-faktor yamg berhubungan dengan pendidikan Seseorang
vang kurang pendidikan di bidang tenentu mungkin tidak ingin
sukses dalam wakiun yang lama, sehingga ia cenderung melakukan
perilaku knminal atan menyimpang.

]

. Kepribadian mental yang negatif dapat dibentuk oleh faktor-faktor
sosial yang Ldak tepat.

d. Kepribadian mental yang buruk karena lingkungan.

7 1. E. Sahetapy, kriminalogi, Dirckiorat jendral kebudayaan, Jokara, 1983 him 82
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e. Kepribadian mental yang buruk karena lingkungan,

f. Masalah ekonomi, terutama bagi para imigran yang tidak memiliki
keterampilan  yang diperlukan  untuk bekerja, juga  dapat
berkontribusi pada ketidakmampuan scscorang untuk memenuhi
kebutuban dasar dan mengarahkan mercka untuk melakukan
perilaku destruktif atan melakukan kejahatan.

Sedangkan ada penyebab eksternal bagi seseorang untuk

melakukan kejahatan, seperti ™ :

a. Faktor korban., atau kontnibusi korban terhadap terjadinya kejahatan
Karena fakior-faktor termasuk penampilan mereka yang mencolok,
kepemilikan benda-benda mewah, dan status kelas menengah
umum, korban sering dianggap lebih berharga daripada orang-
Blang di sekitarmya. Hal ini memberikan kesempatan atau insentif
bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan, khususnya
pencurian dengan kekerasan.

b. Faktor Makro ckonomi, khususnya krisis keuangan dan kenaikan
harga barang dan kebutuhan, menyebabkan banvak orang
menempatkan orang lain dalam sitwasi di mana mercka harus
melanggar hukum atau menggunakan cara yang melanggar hukum
untuk memenuhi kebutuhan mereka.

¢. Faktor Penggunaan narkoba menjadi faktor karena seseorang yang
kecanduan akan melakukan apa saja untuk mencapai apa yang
diinginkannya, termasuk melakukan kejahatan kekerasan.

Kejahatan kekerasan pemerkosaan terkait dengan moralitas,
Kedudukan korban, keadaan dan latar tempat terjadinya tindak pidana,
serta pertimbangan-pertimbangan lain, merupakan beberapa aspek
yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, Kejahatan ini biasanya
dipengaruhi oleh unsur-unsur, seperti ikatan  keluarga, kerabat,
kerabat. dan lain-lain, yang memanfaatkan hubungan antara pelaku

dan korban. Karena pengetahuannya yang meningkat tentang korban,

** Eko dan Suparman, Kejahatan Kekerasan Sebsnal, Mita Bandung, 1995, him 180,
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pemerkosa akan merasa lebih mudabh untuk melakukan kejahatan,
Selain i, keadaan psikologis pelaku terkait erat dengan kejahatan
pemerkosaan, Lingkungan memiliki dampak pada pikiran sescorang,
tetapi begitu juga pengalaman mereka sebelumnya. Tindak pidana
kekerasan seksual inilah yang mendorong pelakunya untuk berinisiatif
melampiaskannya kepada sescorang, bahkan beberapa  korban,
sebagaimana in merasa terluka dan sedih karena ngﬂlami suatu
kejadian baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain i,
unsur kontekstual di lingkungan sckitar korban, seperti hasrat seksual
korban dan pelaku melihat atan mengalami materi pormografi, juga
dapat menjadi  pemicu  pemerkosaan. Karena itu, para  penjahat
mencari berbagai cara, termasuk pemerkosaan, untuk memuaskan
hasrat mereka. a::i setiap tindak kejahatan pemerkosaan terdapat
keterkaitan antara pihak pelaku, pihak korban, dan situasi serta
kondisi lingkungan yang memegang peranan masing-masing sebagai
pemicu adanya suatu kejahatan kekerasan seksual, yaitu perkosaan
nmk dapat dituntmt menurut pasal ini, persetubuhan yang dipaksa
terscbut harus benar-benar terjadi, artinya kelamin laki-laki masuk ke
dalam lubang kelamin wanita, sehingga mengeluarkan sperma. Telapi
apabila tidak terjadi yang demikian, mungkin perbuatannya itu akan
terjaring Pasal 289 KUHP, vaitu memaksa dengan kekerasan atau

ancaman kekerasan untuk berbuat cabul. "persetubuhan di luar anlara

kelamin  kelamin laki-laki dan  wanita  semata-mata, bukanlah
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merupakan persatuan dari alat-alat Iclm.in tersebut seperti yang
disyaratkan untuk suatu perkosaan” Iam Pasal 285 KUHP ini,
pembuat undang-undang ternyata menganggap tidak perlu untuk
menentukan pidana bagi wanita yvang memaksa untuk bersetubuh,
bukanlah semata-mata oleh karena paksaan seorang wanita terhadap
orang laki-laki itu dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru karena
perbuatan itu bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan sesuatu
yang buruk atau yang merugikan, Melainkan karena scorang wanita

ada bahaya untuk hamil dan melahirkan anak oleh karena itu. ™

Pengertian tindak pidana perkosaan dalam KUHP Baru

telah berkembang dan meluas sejak lahimya Pasal 285 KUHP dan
segala sesuatunya, termasuk pencantuman paksaan sebagai sa-
salunya prasyarat adanya tindak pidana perkosaan. Karena ide
hubungan  seksual (hubungan seksual) telah  berubah  untuk
memasukkan tidak hanya perbedaan antara jenis kelamin dan wanita,
tetapi juga kemungkinan hubungan anal dan oral, im tidak lagi

dianggap paling signifikan dan dominan.

Ini juga mencakup perilakn  yang dibandingkan dengan
pemerkosaan, seperti memasukkan benda vang tidak dimanipulasi ke
dalam anus atau  vagina wanita. Konsep pemerkosaan  harus

dikembangkan lebih lanju, termasuk apa vang dimaksud dengan

“PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Cotra Adytia, 2001, hlon 78
» Op Cit, him 94
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pemerkosaan paksa dan pemerkosaan paksa, untuk melindungi gadis-
gadis muda yang secara hukum dianggap tidak memiliki kapasitas
untuk mengekspresikan kehendak bebas mereka. Dalam hal ini,

*keinginan korban untuk berpartisipasi bukanlah pembelaan "

Mengarahkan aktivitas seksual dengan persetujuan wanita sambil
tetap jujur juga dipertimbangkan. Pembentukan Pasal 285 KUHP
dalam Rancangan KUHP terkait dengan tumbuh dan berkembangnya
pikir mengenai mang gerak tindak pidana perkosaan yvang telah
dibahas di aas. Penyempumaan dan penyesuaian terhadap KUHP
Baru dijelaskan dalam Pasal 423 : Dipidana karena melakukan tindak
pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 {dua belas)

tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun.™

Meskipun ada beberapa frasa dalam kata-kata paragraf (1) dari
artikel sebelumnya yang dapat dibaca untuk menyiratkan bahwa
pemerkosaan lerhadap wanita dalam hubungan perkawinan, kadang-
kadang  dikenal sebagai  “perkosaan dolam  perkawinan®,
diperbolehkan, ini telah ditegaskan dalam penjelasan Pasal 423
peraturan perundang-undangan. Menurut aluran ini, seorang suami
tidak dapat memperkosa istrinya selama mereka menikah, Mirip
dengan bagaimana al (1) [ ditulis, tampaknya merupakan adaptasi
dari Pasal 286 KUHP: sam-samnya variasi adalah  bagaimana

hubungan antara aktivitas pelaku dan korban vang tidak sadar atau

! Thid, hlm 77
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tidak berdaya  diinterpretasikan.  Dengan  demikian, munculnya
keadaan pingsan atau kelemahan pada perempuan (korban) bukanlah
sesuatu vang discbabkan oleh pelaku, tetapi lebih disukai pelaku vang
menyebabkan daripada perbuatannya untuk dipidana dengan Pasal
286 KUHP. merupakan pemerkosaan sebagai kejahatan (Pasal 285).
Baik pelaku maupun non-perempuan yang membuatnya lemah atau
tidak berdava tidak lagi dianggap sebagai faktor pembeda untuk
tujuan pasal pemerkosaan, menurut interpretasi Rancangan KUHP
Baru (Pasal 423). Masalah pidana dan implikasinya menarik untuk
disimak bila membandingkan antara kata dan “perbuatan pelaku™
antara Pasal 285 Rancangan KUHP dengan Pasal 423 KUHP Baru di
atas. Ancaman hukuman maksimal berdasarkan Pasal 285 KUHP
adalah A tahun penjara. Dalam hal ini, kata-kata pasal tersebut tidak
menawarkan arti pengganti, menyiratkan bahwa hanya ada salu
kejahatan mama vang mengancam mereka vang melakukan kejahatan
perkosaan tanpa menyebutkan ambang batas minimum. Akibatnya,
diskresi hakim untuk memilih berat ringannya hukuman yang akan
dijatuhkan akan mencntukan bagaimana hukuman itn dilaksanakan.
Mulai dari ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP,
pasal-pasal lain distur dalam Pasal 423 KUHP Baru, yang tidak hanya
menetapkan pidana penjara paling lama 12 tahun tetapi juga paling
singkat 3 (tiga) tahun. Dengan demikian, hal ini dimaksudkan untuk

menegakkan rasa keadilan dan mencegah perbedaan mencolok dalam
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kasus-kasus lain yang serupa. Aspek imajinasi lain dalam ancaman
pidana ini adalah, menurut Pasal 426 B KUHP Baru hukurn;m
minimal perkosaan yang mengakibatkan kematian adalah ' tahun
penjara dan maksimal lima belas tahun penjara. Perlu dicatat bahwa
perkosaan yang menyebabkan kerusakan yang signifikan tidak secara

khusus didefinisikan dalam KUHP.™

Hal ini menunjukkan pandangan normatif tentang  perilaku
menyimpang jika dilihat dari sudot pandang masyarakat. Orang dulu
berpikir psychologisch, seperti yang diketahui enang ketidaktepatan ini.
Oleh karena itu, misalnya, pendapat mantan WvS Namun, orang pada
akhimya akan melepaskan sudut pandang ini dan mengadopsi yang
normatif. Bagaimana senjatanya dibandingkan dengan mercka tergantung
pada apakah ada kesalahan atau tidak, tetapi apakah ada kesalahan atau

tidak tergantung pada apa hukum pikirannya..

Menurut konsep Simons, hubungan antara keadaan mental dan
tindakan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang dapat disalahkan
alas kegiatan ini, oleh Karena itw vang harus diperhilungkan: keadaan mental
orang vang melakukan kegatan tersebut. Ada hubungan erat antara dua hal
yang harus diperhatikan dan hal lain yang harus diperhatikan™.

Sebagai gambaran, Roeslan Saleh menyatakan bahwa: hal yang

"t Barda Nawawi Aricf, Lock Cit, hilm 101

" Roeslan Saleh, Perbwaten Pidana dan Pertang gungjowaban Pidana Dia Pengeriian
Dasar Dalarm Hulom Pldana, Aksara Bary, Jakaria, 1983, hal. 735,
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pertama, yaitu mengenai keadaan batin orang yang melakukan perbuatan itu,

merupakan masalah dalam ilmn hukum pidana vang biasa dikenal dengan
masalah kesanggupan untuk bmunggungwab: hal kedua, yaitu mengenai
hubungan antara pikiran dan tindakan g dilakukan, adalah masalah
kesengajaan, kelalaian, dan alasan pemaafl; sehingga mampu bertanggung
Jawab, memiliki motif kesengajaan atau kelalaian: dan vang ketiga, yailu
mengenai hubungannya,

Ketiga komponen ini bergobung membentuk satn kesaman vang
tidak dapat dipisahkan vang saling bergantung, vaitu berada dalam urutan
kronologis dan awalnya ditentukan oleh yang disebutkan pertama. Dalam
istilah yang lebih konkret: jika orang it tidak dapat menerima tanggung
jawab, mungkin dapat disimpulkan bahwa ada perilaku yang disengaja atau
Kelalaian. Dengan cara vang sama, tidak mungkin untuk menjelaskan
mengapa seseorang harus dismpuni jika mereka tidak mampo menerima
tanggung jawab dan ndak ada nian jahat atau ketidakmampuan. Mentmn
Martiman Prodjohamidjojo, ada dua lfakior yang menentukan seseorang
menjadi penjahat.

Harus ada tindakan larangan, atau dengan kata lain, harus ada
tindakan larangan. Oleh karena itu, tidak ada aspek subjektif dari pelaku;
justru ada unsur kesalshan berupa perbuatan salah yang diwn:tju atan lalai,
sehingga memungkinkan dia untok melakukan kejahatan. rbuamn vang
dipermasalahkan lidak dianggap melawan hukum meskipun dilarang dan

dapat dikenakan akibat hukum; Dengan kata lain, perbuatan i dapat
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dibenarkan jika ada dasar untuk menyangkal atau meniadakan sifat melawan
hukum. Alasan rasionalisasi adalah alasan untuk menghilangkan aspek
kesalahan/kejahatan.

Suatu  perbuatan melawan hukum  belumlah  cukup untuk
menjatuhkan pidana. disamping perbuatan melawan hukum hars ada
seorang pembual vang bertanggungjawab atas perbuatannya, dan unsur
kesalahan dalam arti kata bertanggungjawab, Jika ada alasan penghapus
kesalahan, maka pembuat tidak dipidana karenahanya orang vang bersalah
dipidana. Berdasarkan azas Geen siraf zander schuld tidak ada pidana tanpa
ada kesalahan. Van Hamel sebagaimama dikutip oleh Andi Hamzah,
menyatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan
kematangan psikis yvang membawa tiga macam kemampuan untuk :

Bedasarkan rumusan pasal 12 ayat (4) KUHP, bila dalam proses
perkara pidana khususnya dalam proses peradilan pidana. Pidana penjara
seumur hidup dicirikan sebagai hukuman penjara yang dilakukan seumur
hidup terpidana pada saat putusan dijatubkan, setelah itu akan dihabiskan di
penjara dalam jangka wakiu tertentu. Misalnya, jika seseorang berusia 21
tahun ketika dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dia hanva akan

menjalani hukuman 21 tahun, Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan




1

Pasal 12 ayat 4 KUHP, di mana hukuman vang dijaiuhkan oleh pelaku
adalah 21 tahun, lebih lama dari hukuman maksimal 20 tahun.

Pasal-pasal KUHAP yang di dalamnya terkandung persamaan hak,
kedudukan, dan kewajiban di hadapan hukum, mengandung substansi yang
relevan dengan perlindungan hak-hak dasar tersangka ataw terdakwa
{equality before the law), Pasal 50 sampai dengan 68 KUHAP mengatur
tentang hak tersangka, yvang meliputi hak untuk ditanyai dan diadili di
pengadilan, hak atas perwakilan hukum, dan hak untuk memilih pengacara
atau advokat.

Bantuan hukum sangat penting untuk menegakkan keadilan dan
membela hak asasi manusia. Tujuan dari bantuan hukum yvang ditswarkan
adalah untuk membela hak-hak masyarakat jika terjadi masalah hukum
agar tidak terjadi tindakan yang dapat membahayakan atau tindakan
sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Padahal, banman hukum sudah menjadi bagian dari budaya Barat
sgjak zaman Romawi, Bantuan hukum kemudian lebih dipandang sebagai
profesi moral yang dimulai dengan membaniu mercka yang kehilangan
harapan dan/atan mendapat upah atau honor vang tidak adil. Bantuan
hukum menjadi komponen tindakan hukum atau inisiatifl persamaan hak
bagi masyarakal di hadapan pengadilan setelash Revolusi Perancis, dan

banman dalam profesi hukum kurang seimbang.

M. Yahya Harahap, Op.Cit, hlm. 1-2
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C. Pengertian Penuntutan Dalam Tindak Pidana

UU No.6 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
undanglml pada tanggal 26 Juli 2004 umtuk lebih memantapkan
kedudukan dan peran Kejuksaan Republik Indonesia sebagai lembaga
Pemerintah vang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan
harus bebas dari segala pengaruh kekvasaan pihak manapun. Kejaksaan
berfungsi sehagai lembaga penegak hukum di bidang kejaksaan, membina
keadilan, kepastian hukum, dan nilai hukum dalam masyarakat,
negara, dan negara.” Hukum dan penegakan hukum merupakan dua aspek
penegakan hukum yang tidak dapat diabaikan karena hal tersebut akan
menghambat lercapainya tingkat pencgakan hukum yang diinginkan.™
Penuntutan biasanya dilakukan sendiri, terlepas dari pengaruh pemerintah
atan kekustan lain. menjaga kepentingan umum, menjunjung tinggi hak
asasi manusia, dan menegakkan supremasi kum. Kejaksaan Republik
Indonesia yang menjalankan Kekuasaan negara di bidang kejaksaan serta
kewenangan lainnya berdasarkan permuran perundang-undangan, tidak
terlepas dari pengaruh uasnan pihak manapun. Menurut Pasal 34C ayat

7

(1) UU Kejaksaan, salah satu bidang hukum vang terlibat dalam

pelaksanaan gas Kejoksaan.

—a

™ Yesmil Anwar dan Adang. Sistem Perudilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya
Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, ( Bandung: Widya Padjadjaran, 2060, him. 189,

* Soerjono Sockanio, Fakior-Fakior yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, {Jakarta: Rajawali,

1983), hlm. 5.




62

Penuntutan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam suatu
proses pencgakan hukum vang merupakan suatn usaha guna untuk
membentuk, menciptakan suatu tata tertib dan  ketentraman dalam
masyarakat serta pencegahan dan penindakan setelah terjadinya tindak
pidana. Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang

memiliki kewenangan dalam penuntutan sesuai Pasal 137 KUHAP,”

Dalam Undang-undang ditentukan bahwa hak penuntutan hanya ada
pada penututan umum yaitu Jaksa vang diberi wewenang oleh kitab-kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana No8 ahun tahun 1981, Pada Pasal

1 butir 7 KUHAP Tercantum defenisi penututan sebagai berikut;

Penuntutan adalah tindakan penututan umum untuk melimpahkan
perkara pidana ke Pengadilan Megeri yang berwenang dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan
suapay diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.™

Kewenangan penuntut umum ditentukan di Pasal 13 jo Pasal butir 6
huruf b yang pada dasarmnya berbunyi :

“Penuntut womem adafah Jaksa vang diberi wewenang ofel undang-

undang imi antuk melakukan penututan dan melaksanakan penetapan

Fretkcfome

7 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teon Peradilan (Judicialprudence )

-

Termasuk lnterpretas: Undang-Undang {Legsprudence ), (Jakaria: Kencana, 30059, hlm. 204.
Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2000,
hlm. 55
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Kemudian Muncul undang-undang No. 5 tahun 1991 entang Kejaksaan
Republik Indonesia vang selanjuinya tidak diberlakukan lagi dan diganti
oleh Undang-undang MNo. 16 tahun 2004, kemudian adanya perubahan
dalam UL Nomor 11 tahun 2021 yang menyatakan hahwa kekuatan untuk
melaksanakan penuntutan itn dilakukan oleh kejaksaan. Dalam Undang-
undang No. 11 Tahun 2021 tetap Kejaksaan Republik Indonesia vang
memberikan wewenang kepada Kejaksaan (Pasal 34C ayat (1) dan (2) },
yaim: ™

1. Melakukan Penuntutan:
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan dan telah
memperoleh kekuvatan hukum tetap:

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan  putusan  pidana
bersayarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat

4. Melakukan penyvidikan terhadap tindak pidana terteniu berdasarkan
undang-undang;

3.  Melengkapi berkas perkara tententu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan vang

dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dan penyidik,

Mengenai  kebijakan penuntutan, penuntul umum  lah  yang
menentukan suatu perkara hasil penyidikan, apakah sudah lengkap ataukah
tidak untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk diadili. Hal ini diatur
dalam pasal 139 KUHAP. Jika menurut pertimbangan penututan umum
suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke Pengadilan

ataukah perkara tersebut bukan merupakan suatu delik, maka penuntut

 Tim Kejaksaan Agung BRI Undang-Undang Mol | Tahun 2021 tentang Kejaksaan R1, Jakarta, 2021,
hlm 16




umum membuat membuat suatu ketetapan mengenai hal itu (Pasal 140
avat (2) butir b (KUHAP) ™ |

Penuntutan Perkara dilakukan oleh Jaksa Peountut umum, dalam
rangka pelaksanaan tugas penuntutan yang diembannya. Penuntut Umum
adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk
melakukan penuntutan dan melaksanakan penempatan hakim.*'

Dalam melaksanakan penuntutan vang menjadi wewenangnya,
penuntut Umum  segera membuat sorat dakwasn  berdasarkan  hasil
penyidikan. Dalam hal didapati oleh penuntut umum bahwa tidak terdapat
cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana
atan perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan
penuntutan  yang ditnangkan dalam swatu surat ketetapan. Apabila
tersangka berada dalam tahanan tahanan, sedangkan surat ketetapan telah
diterbitkan maka tersangka harus segera di keluarkan dari tahanan.
Selanjutnya, surat ketetapan vang dimaksud tersebut dikelvarkan dari
tuhanan. Selanjulnya, surat ketetapan yang dimaksud tersebut dibertahukan
kepada tersangka.

Dengan maksud untuk menghindari dua putusan terhadap pelaku
dan tindakan yang sama juga akan menghindari usaha penyidikan/
penuntutan terhadap perlakuan delik yang sama. yang sebelumnya telah
pernah ada putusan yang mempunyai kekuatan vang tetap. Tujuan dari atas

ini ialah agar kewibawaan negara tetap junjung linggi yang berarti juga

B0 Amcli Hamesh, KUHP dan KUHAP, Rineca Cipta, 2000, hlm 25
* Op. Cit, hlm 15
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menjamin kewibawaan hakim serta agar terpelibara perasaan kepastian

hukum dalam masyarakar.

Agar supaya suatu perkara tidak dapal diperiksa untuk kedua
kalinya apabila; Pertama Perbuatan vang didakwakan (untuk kedua
kalinya) adalah sama dengan yang didakwakan terdahulu. Kedua Pelaku
yang didakwa ikedua kalinya) adalah sama. Ketiga untuk putusan yang
pertamateri terhadap tindakan yang sama it telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap.

Pasal 82 KUHF wang berbunyi @ Awat (1) ™ Ketika
seseorang membayar denda maksimum atas inisiatif mereka sendiri dan
membayar biaya mercka dalam jangka wakiu yang ditentukan dengan
persclujuan amiena yang berwenang dalam undang-undang umum, hak
untuk menuntut pelanggaran yang sanksinya hanya denda tidak berlaku
lagi ™.

Ayat (2 " Amtenaar yang dijelaskan  pada paragraf pertama
memperkirakan bahwa jika itu adalah perbuatan baik. denda
juga merupakan hal yang harus disita atan dibayar mahal™.

Ayat (3) Dalam hal Hukuman itn tambah diubahkan berulang-ulang
membuat kesalahan, boleh juga tambahan itu dikehendaki jika
hak menuntut hukuman sebab pelanggaran yang dilakukan dulu

telah gugur memenuhi ayat pertama dan kedua dari pasal im’,
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Ayat (4);" Orang vang belum dewasa—biasanya belum berusia enam
belas tahun sebelum melakukan perbuatan im—rtidak wercakup
dalam ketentuan pasal ini"”.

Pencabutan hak penuntutan penuntut umum sebagaimana diatur dalam

Pasal 82 KUHP, termasuk klausula-klausula dalam transaksi atau perjanjian yang
diatur dalam hukum perdata. Suatu masalah pidana diajukan ke pengadilan jika
telah dituntut, Pengadilan Negeri, yang terdiri dari tiga hakim, akan menvelidiki
lebih lanjut, mengadili, dan memutuskan kasus tersebut.®  KUHAP menciptakan
struktur pembuktian  yang didasarkan pada undang-undang vang tidak
menguntungkan {Negatif wettelijk). Ini bisa jadi kunci dari Pasal 183 KUHAP. ©

Hak untuk melakukan penilaian merupakan penilaian yang luas dan diatur

olch Pasal 137 sampai dengan 144 KUHAP yang merupakan bagian dari hukum
acara pidana. Apabila merupakan kebiasaan untuk mengadili setiap orang yang
melakukan kejahatan di wilayah hukumnya dengan menyerashkan kasus tersebut
ke pengadilan yang mengadili kasus-kasus pidana, sebagaimana dinvatakan dalam

Pasal 137 KUHAP.™

Dulam tahapan proses penuntutan adalah yvaitu :

I Penuntut wmum  wajib membentabukan kepada penvidik apakah hasil
penyidikan itu dalam wakiu beberapa hari setelah menerima laporan penyidik

serta menelaah dan menyelidikinya.

% Andy Hamazah, Sistem Pidana dan Pemidanaan D Indonesia, Jakarta, Prodnya Paramida, 1983,
Him 35

":I. hlm 37

8 Arkidjop, Aman dan Barmbang Poernoma, Hukum Pidana Dasar Aturan Ussnm Hukem Pidana
Kodifikasi Seri Hukum Pidana |, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1988, hlm 52
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2 Apabila berkas penyidikan tidak lengkap, penuntut umum mengembalikan
kepada penvidik disertai petunjuk apa vang perlu dilakukan, dan penyidik
diberi waktu empat belas hari untuk menyerahkan berkas tersebut kepada
masyarakat.

3 Penuntut umum akan melanjutkan dengan menulis surat-surat berdasarkan
BAP sctelah memperoleh penyidikan yang menyeluruh dari penyidikan,
seielah mempelajari dan mempelajan serta memenuhi syarat-syarat untuk

kemudian dapat mendelegasikannya ke pengadilan.

Setelah menelaah dan menelaah berkas penyidikan yang diberikan kepada
penuntut umum oleh penyidik, penuntut umum juga dapat menjatuhkan pidana
karena alasan-alasan tersebut di atas, yaitu:

I. tidak cukup bukti, atau
2. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau
3. perkara ditutup demi hukum,

Surat keputusan termasuk  alasan-alasan penghentian permohonan itu

dibuat secara tertulis dan akan disampaikan kepada tersangka nanti. Jika tersangka

ditahan saat pemberitahuan dibuat, ia harus scgera dibebaskan.

Pihak, keluarga, ataun kuasa hukumnya, serta perwakilan lembaga
pemasyarakatan negara, penyidik, dan hakim. hans mendapatkan salinan atau
turunan dari putusan tersebut. Penuntut umum dapat mengajukan tunhutan jika

kemudian muncul alasan baru.
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BABR 111

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.PERTIMBANGAN YURIDIS PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA PERKOSAAN,

Hakikat didalam sebuah kejahatan harusnya dipandang menjadi suatu yang
sangat penting dikarenakan merugikan korbannya, karenanya tuntutan bahkan
sanksi vang diberikan kepada pelaku wajib tidak hanya juga memperhatikan
kepentingan  sang  korbannya, akan tetapi  memperhatikan  hak-hak
tersangkafierdakwa, Bagi aparat penegak hukum terutama Jaksa/ Penuniut Umum
pada menangani suatu perkara wajib  bersifat  objektif walaupun lebih
mempentingkan kepentingan korban pada artian Jaksa Penuntut Umum wajib
memberikan untutan hukuman yang sesuai menggunakan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia, dan bisa mempertimbangkan keterangan-
keterangan yang terungkap di persidangan, sebagai akibatnya pada hukuman yang
diberikan bisa memuat nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan amran
Antisipasi atas tindak pidana perkosann diantaranva dengan memfungsikan

instrument

Penegakan hukum membuat hukum pidana efektif, dan perilaku ilegal ditangani
secara preventif dan represif. Karena hukum pidana bersifat memaksa dan dapat
dilaksanakan, maka setiap perbuatan vang melanggamya dapal menimbulkan rasa
sakit, vang merupakan suatu bentuk hukuman. Hukum pidana adalah badan
peraturan perundang-undangan yang mengatur pelanggaran terhadap kepentingan

negara, masyarakat, dan individu, yang diancam dengan hukuman yang
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melibatkan penyiksaan atau rasa sakit. Hukum yang baik tidak hanya berganiung
pada ide-ide panduannya, komposisi metodis dari komponen-komponennva, dan
hukuman yang ada, tetapi juga pada bagaimana hukum itu dilaksanakan dan pada
orang yang melaksanakannya dan mendukungnya. Akibatnya, tanggung jawab
profesional aparat penegak hukum dalam menemukan dan menghentikan kasus
pemerkosaan. Berikut ini adalah penjelasan tentang peran dan tanggung jawab,

serta undang-undang yang mengatur metode investigasi,

a. Jaksa dan Penuntut Umuom

Istilah "penuntut” dan “penuntut umum” memiliki arti yang berbeda. Berikut

ini sesuai dengan Pasal 1 Angka 6 UURI Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP : 5

a) Penuntut Umum adalah wakil-wakil yvang diberi wewenang oleh undang-
undang ini unmk bertindak sebagai penuntut umum dan melakukan
pemeriksaan di pengadilan yvang vurisdiksinya sedang berjalan.

b) Penuntut umum adalah penuntut umum yang diizinkan untuk mengadili
perkara dan menjalankan perintah pengadilan berdasarkan undang-
undang ini.

Menurut UURI Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 1 Angka (1) dan (2)

Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, vang dimaksud dengan @ *

a) Penuntut Umum adalah wakil fungsional yang mémpunyai wewenang
hukum untuk bertindak sehagai pemakai umum, pelaksana perintah
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan pemegang
wewenang hukum lainnya,

by Penuntut umum yang diizinkan oleh undang-undang ini untuk melakukan
penuntutan dan  melaksanakan perintah pengadilan adalah  penuntot
umu.,

* M. Yahyva Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan
Penuntutan, Jakarta, 2007, kim, 29
* Kejaksaan Agung Republik Indonesia, UU No, 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Jakarta , him ¥
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nun.t Pasal 4 UURI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia, duduka.n kejaksaan atau penuntut umum adalah: Menurmt UURI
Nomor 16 Tahun 2004 entang Kejaksaan Republik Indonesia, kKhususnya Pasal
30, berikut ini adalah tanggung jawab dan wewenang Kejaksaan Republik
Indonesia, antara lain :

Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:*’

a. melakukan penuniutan;

b. Setelah  dilakukan penyidikan terhadap tindak pidana lertentu  yang
diamanatkan oleh undang-undang

c. melaksanakan putusan pengadilan vang telah mempunyai kekuatan hukuom
fetap

d. pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana
pengawasan. dan putusan pembebasan bersyarat;

e. menyelesaikan berkas perkara tertentu dan unmk itu melakukan pemeriksaan
tambahan scbelum dilimpahkan ke pengadilan vang administrasinya

dikoordinasikan dengan penyidik.

Sesuai dengan Pasgal 14 UURI Nomor & Tahun 1981 KUHAP, penuntut

umum mempunyai kewenangan sebagai berikut ; *

= Op Cit, himl 1,
* Moeljatne, Konsep Rancangan Kiab Undang-Undang Hukum Pidana 20046, him
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a) Menerima dan menelaah berkas penyidikan vang diberikan oleh penyidik atau

asisten penvidik;

by Melakukan pra-penyidikan jika dalam penyidikan terdapat kekurangan dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), sena memberkan

petunjuk untuk menyempumakan penyidikan;

¢) Memberikan perpanjangan. penghapusan, penghapusan, atau perubahan status

setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik:

d) Membuat surat dakwaan:

¢ Melimpahkan perkara ke pengadilan;

) Memberi pemberitahuan tentang proses untuk hari e dan kasus yang akan
disidangkan, bersama  dengan  panggilan unmk  hadir di  sidang vyang
dijadwalkan untuk Anda dan saksi mana pun:

2) Melakukan tuntutan;

h) Demi kepentingan hukum menuiup perkara;

i} Menjalankan tugas tambahan vang termasuk dalam lingkup evaluasi umuom
Anda sesuai dengan aturan undang-undang ini;

1) Melaksanakan apa vang telah menjadi penctapan hakim.

Penting juga untuk menunjukkan kewenangan yang terkail dengan
kejaksaan ketika 'tu:lium tentang kejaksaan atau kewenangan publik untuk

mengajukan untutan. Menurut Pasal 35 UURI Nomor 16 Tahun 2004 tentang
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Kejaksaan Republik Indonesia, kewenangan tertinggi secara khusus berkaitan

dengan penuntutan, sebagai berikut : *7

a. kejaksaan memben wewenang untuk menetapkan dan mengendalikan
kebijakan penegakan hukum dan keadilan di dalam kantor;

b. penyerdehanaan proses penegakan hukum;
¢. mengesampingkan kasus untuk kepentingan umum;

d. pengajuan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung
dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;

Asas-Asas Pokok Dalam Penuntutan

Asas-asas pokok dalam Penuntutan vakni ® :

a. Sebagai kesempatan, yaitu mendesak agar seseorang tidak diadili walaupun
jelas-jelas telah melakukan tindak pidana vang memerlukan pemidanaan.

b. Ketika undang-undang, vaitu penuntut umum, mengajukan tuntutan terhadap
setiap orang yang dinilai tepat atas dasar bahwa merekalah yang melanggar
hukum. Penuntut umum harus mengajukan gugatan terhadap seseorang yang
diduga telah melakukan tindak pidana sesual dengan asas legalitas. Untuk
selanjulnya apabila kepentingan uwmum akan dirogikan, penuntul  umum
mempunyai pilihan untuk tdak melakukan vpaya bukum terhadap pelaku
tindak pidana. Oleh karema itu, tidak ada kepentingan umum bagi seseorang
untuk melakukan kejahatan. D0 negara kita, penerapan prinsip  peluang

didasarkan pada tujuan masyarakat dan negara daripada kepentingan individu,

* Andi Sofvan, Abdul Asis, Amir lyas, 2014, Hukum Acara Pidana, Edisi Ketiga, Kencana, Jakana,
him. «
= Ibid. him 102
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¢, Tindakan Penuniutan

Dasar Hukum Penuntutan adalah karena kata "penuntutan” muncul
dalam ml | angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
1981 entang Penuntutan, maka terlebih dahule diromuskan terlebih dabulu
sebelum membahas landasan hukum penuntutan. KUHAP (juga dikenal
scbagai UURI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP) dan Pasal 14 huruf g
Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 temang KUHAP. Pasal
I KUHAP Ayat 7 UURI No. 8 Tahun 1981 menjclaskan bahwa : Sebuah
permintaan untuk mentransfer kasus pidana ke pengadilan distrik saat ini di
bawah kondisi dan menggunakan prosedur yang digariskan dalam undang-
undang ini dikenal sebagai penuntutan, Permintaan ini kemudian ditinjau dan
diputuskan oleh hakim dalam sidang pengadilan.™

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan suatu
perkara ke pengadilan negeri vang dapat diajukan menurnut dan menurut cara
yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan untuk diperiksa dan diputus
oleh hakim di pengadilan. sidang, menurut UURI Nomor 16 Tahon 2004

tentang Kejaksaan Republik Indonesia.™

Menurmt Pasal 1 Angka 7 UURI No& Tahun 1981 tentang
KUHAP, vang dimaksud dengan “penunnnan”™ adalah menyerahkan perkara im

ke pengadilan yang merupakan kewenangan penuntut umum sebagaimana

M. Yahya Horahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan
Penumtutan, Bakarta, 2007, hlm, 24

% Kejaksaan Agung Republik Indonesia, UU No. 16 Tahun 2004 ientang Kejaksaan, Jakaria . him
2.4,
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mn:umumam Pasal 14 HurufEUURJ Mo 8/ 1981 Tentang KUHAP. Hal ini
menunjukkan bahwa pengertian al I angka 7 UURI Nomor & Tahun 1981
tentang KUHAP d.msal 14 huruf g UURI Nomor 8 Tahun 1981 tentang
kewenangan penuntut umum untuk mengadili adalah berbeda satu sama lain.
Dengan kata lain, tantangan adalah tantangan bagi masyarakat untuk
mengajukan  gugatan  berdasarkan fakta-fakta vyang ditemukan selama

persidangan setelah pengadilan menyatakan bahwa pemeriksaan telah dimulai.

Jika penuntutan  diartikan  sebagai  perbuatan penuntt umum  yang
mengacu pada suatu perkara ke pengadilan, ka dasar hukumnya adalah
Pasal 1 angka 7 UURI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan kewenangan
numut umum yang ditvangkan dalam Pasal 14 huruf 3 UURI No. 8 Tahun
1981 tentang KUHAP, sebagaimana terlihit dari wraian di atas. Sebelum
menunggu hakim mengumumkan hasil pemeriksaan, penuntul umum dapat
mengajukan pertanyaan untuk memaparkan fakta-fakta yang terungkap selama
persidangan. Dalam hal ini, penuntutan berhak melakukannya berdasarkan
ketentuan :i:al 14 g UURI Nomor & Tahun 1981 yang mengaiur teniang
KUHAP™

UURI No. 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia

menetapkan Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai dasar hukum penuntutan ini :

Pasal 2

“* Haryanto, 2017, Tuntutan Bebas Dalam Perkara Pidana, Genta Publishing, Yogyakarta, him. 58,
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1) Kejaksaan, disebut juga Kejoksaan, adalah lembaga pemerintah yang
didirikan berdasarkan undang-undang dan menjalankan kekuasaan negara
di bidang kejaksaan.

2) Kewenangan negara sehagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan secara

mandiri.

{3) Kejaksann sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satn kesatuan

yang utuh.

Pasal 3 pada pelaksaanaan kekuasaan Kejaksamm Agung, Pengadilan
Tinggi, dan Kejaksaan Negeni semuanya menjalankan kewenangan negara
schagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Kejaksaan adalah lembaga yang
berada di bawah pengawasan Kejaksaan, dan cjakﬁwn berdasarkan Ajaram
pembagian  kekuasaan adalah lembaga wyang bertugas melaksanakan
kewenangan kekuasaan  eksckutifl  sebagai  satu-satunya  kekuasaan,
sehagaimana terlihat dengan memperhatikan musan Pasal 2 dan 3 UURI

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. sau-satunya

organisasi negara vang mengadili kejahatan.™

* Thid. hlm. 59
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d. Pembahasan dan Analisa Kasus
Teori Pemidanaan

Ada banyak teori hukuman yang berbeda, tetapi kebanyakan dari

mercka dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu:

1) Gagasan Pembalasan Mutlak adalah landasan ideologi ini. Ini berfungsi
sebagai  dasar untuk  pembenaran  transformasi  pendentaan  menjadi
kejahatan. Karena kejuhatan penyerangan dan pemerkosaan terhadap hak
dan kepentingan yang dilindungi secara hukum, negara memiliki kekuasaan
untuk menjatubhkan hukuman (pribadi, masyarakat atau negara). Akibatmya,
ia harus menerima hukuman yang sesuai dengan perbuatan (berupa
kejahatan) vang dilakukannya. Pembalasan di bawah hukom pidana
mungkin berjalan dalam dua jalur yang berbeda, yaitu :

a. Bertujuan untuk memuaskan kebencian di antara penduduk, atau sudut
pandang subjektif dari pembalasan,

b. diarahkan pada penjahat (sudut objektif pembalasan)

2) Teori Tujuan atau Teori Relatif lde yang mendasari teori relatif atau
obyektif adalah bahwa kejahatan berfungsi sebagai mekanisme untuk
menjaga ketertiban sosial (hukum). Kejahatan adalah suatu mekanisme
untuk menghentikan kejahatan agar tdak terjadi lagi ketertiban sosial.
Kejahatan memiliki tiga cifn yang membantu masyarakal mencapai

tujuannya, yait :

a) Bersifat mengancam (afschikking)
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b) Bersifat guna memperbaiki (verberering/reclasering)

¢) Bersifar menediadakan (onschadelijk maken)

Sedangkan sifat pencegahannya ada dua macam, vaitu :
a) Pencegahan secara umum (general preventie)

b) Pencegahan secara khusus (speciale preventie)

Teori Gabungan Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada teori
pembalasan dan teori pertahanan tata tertib masyarakat. Teori gabungan

ini dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu :

. Pembalasan diprioritaskan dalam teori campuran, tetapi harus dibatasi pada

apa yvang esensial dan memadai untuk menjaga ketertiban sosial.

. Teori kombinasi vang lebih mengutamakan menjaga ketertiban umum,
tetapi menetapkan bahwa hukuman yang dijatuhkan hakim tidak boleh

lebih berat dari pelanggaran vang dilakukan terdakwa.

Pelaku perkosaan akan dicari terlebih dahuluy dengan melakukan
pemeriksaan untuk mengumpulkan  bukri-bukti  rerkait tindak pidana
perkosaan guna memperoleh fakia hukum dalam Kasus perkosaan terhadap
korban ketiga ini. Bukti akan digunakan uniuk menunjukkan bahwa pelaku
pemerkosaan melakukan pelanggaran yang dituduhkan kepadanya. Setelah
kesalahan pelake pemerkosaan telah ditetapkan. ia akan menghadapi
hukuman sesuai dengan perilakunya. Agar pengadilan pada akhirnya
mencapai keputusan, keadaan yang memberatkan dan keadilan harus

dipertimbangkan saat menjatuhkan hukuman,
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Pemberian sanksi pidana kepada mereka yang melakukan tindak
pidana dalam skenario im yaito perkosaan, memungkinkan untuk dijerat
dengan pasal-pasal vang berkaitan dengan perkosaan dalam KUHP, scperti
Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, dan Pasal 288, tidak terpenuhi, ketentuan
hukum lain di luar KUHP dapat digunakan sebagai dasar penuntutan.
Maksud dan pemaparan penulis tentang tindak pidana perkosaan—yang
akan dikaji untuk diambil kesimpulannya—adalah untuk menjelaskan,
memperkuat, dan mendukung penulisan undang-undang ini. Informasi
berikut diambil dari temuan penelitian ini adalah Tentang Tindak pidana
perkosaan terhadap saksi korbannya merupakan 3 (tiga) orang dalam

kurun waktu yang sama. Adapun ldentitas terdakwa yait :

Nama : Al PURNAMA BIN USMAN RASID

Tempat lahir : Lebak

Umur/ tanggal : 23 tahun/ 11 Mei 1995

lahir

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Kp. Ciparada Ru07 Rwi02 Desa
Cimangeunteng Kee. Raskashitung Kab.
Lebak

Agama : lslam

Pekerjaan ¢ Belum Bekerja

pendidikan : SD(tidak tamat)

Faktor-faktor yang menjadi Pertimbangan Penuntut Umum dalam
melakukan penuntutan Tindak Pidana Perkosaan,

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis yang menuntut dan
memutus perkara tindak pidana perkosaan terhadap ketiga perkara ini
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dimana Jaksa Penuntut Umom menuntit  terdakwa AJ1 PURNAMA Bin
USMAN RASID dalam surat tuntutannya yaitu :

a. Nomor POM T1- 01 / LBK / 06 f 2019 telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan
atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang wanfta
bersetubuh dengan dia di luar perkawinan sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Menjatuhkan pidana
terhadap terdakwa AJI PURNAMA BIN USMAN RASID berupa
pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi
selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan
perintah agar terdakwa tetap ditahan

b. Momar PDM IT - 04 / LBK [/ 08 f 2019 1zlah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan
atav dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita
bersetubuh dengan dia di luar perkawinan sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Menjatuhkan pidana
terhadap terdakwa AJI PURNAMA BIN USMAN RASID berupa
pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama
terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah
agar terdakwa tetap ditahan.

€. Nomor PDM I1 - 05 / LBK [ 08 / 2019 telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan
atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita
bersetubuh dengan dia di luar perkawinan sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Menjatuhkan pidana
terhadap terdakwa AJI PURNAMA BIN USMAN RASID berupa
pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama
terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah
agar terdakwa tetap ditahan.
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Hal-hal yang diperoleh selama persidangan yang diperoleh dari
Jaksa Penuntut Umum memberatkan. Mengingat hal ini, Jaksa
Penuniut  Umum  mempertimbangkan  hal-hal  benkut  ketika
memutuskan  apakah akan mengajukan  wnutan  dalam kasus

pemerkosaan sebagai berikut ;

= Perbuatan terdakwa sangal meresahkan masyarakat

- Perbuatan terdakwa menimbulkan irauma dan kesedihan yvang
mendalam bagi korban, dan merupakan aib bagi korban dan
keluarga korban
Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban

- Perbuatan terdakwa sangat bejat, tidak berkeperimanusiaan
dilakukan terhadap seorang wanita yang tidak mempunyai daya

Penuntut Umum tidak hanya didukung oleh informasi berupa
alat bukti pengadilan dalam melaksanakan penuntutan, tetapi juga
tidak memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan dalam tuntutan
terhadap terdakwa karena penuntut umuem  dalam  melakukan
penuntutan berdasarkan pasal mana yang dibuktikan sesuai dengan
perbuatan terdakwa dan didalam pasal tersebut terdapat ancaman
maksimal sanksi atau hukuman vyang dapat dikenakan kepada
terdakwa, mntutan  yang akan dibacakan kepada terdakwa akan
menentukan nasib erdakwa it sendin sebagaimana dengan perbuatan
vang dilakukan oleh terdakwa. Faktor-faktor tersebut  juga
berpengaruh dan akan mempengaruhi keputusan majelis hakim untuk

menjatuhkan vonis.

Tuntuan Penuniut Umum menjadi dasar bagi hakim untuk

menjatubkan putusan. Putusan hakim tanpa adanya tuntutan Penuntut
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Umum berakibat putusan batal demi hukum. Pelaksanaan Penuntutan
Pidana Umum: Surat Edaran Kejaksaan Agung SE-013/A/JAN 272011,
tanggal 29 Desember 2011, vang secara umum memberikan pedoman

bagi Jaksa Penuntut Umum dalam pengalokasian angka pidana.

Karena Jaksa Penuntut Umom  adalah  orang  yang
mengetahui  fakta persidangan  dan  bagaimana perkembangan
kasusnya, mereka seharusnya memiliki wewenang untuk menetapkan
beratnya tuntutan pidana, tetapi kepemimpinanlah vang pada akhimya
memuiuskan dakwaan apa vang akan dijatuhkan. Peraturan pidana
yang diatur dalam SEJA Nomor 013/A/JA/ 2201 ] yang bertentangan
dengan hati nurani Jaksa Penuntut Umum, Berdasarkan pembahasan
disimpulkan sebagai berikut @ Pertama, Ketidaksesuaian dalam hal
formulasi akumulasi perbuatan tindak pidana vang dilakukan yang
tidak sesuai dengan rumusan delik dalam Pasal 285 KUHP serta
formulasi pidana maksimal yang diatur lebih tinggi dalam Surat
Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-
O13/AJAN 22011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak
Pidana Umum menimbulkan kerancuan pada sast diterapkan dalam
perkara tindak pidana perkosaan. Kedua, Disinkronisasi pengaturan
Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-
O13/ATAN22001 wentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak

Pidana Umum terhadap ketentuan Pasal 285 KUHP  dapat
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menimbulkan disorientasi tujuan pemidanaan sena tidak tercapainya

tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan,

Bahwa dalam ketiga perkara tindak pidana perkosaan ini
yang terjadi dalam kurun waktu tahun yang sama penuntut unm
melakukan penuntutan dan apabila diakumulasikan dari untutan
penuntut umum maka tuntutan tersebut melebihi ancaman maksimal
dari pasal 285 KUHP, adapun pertimbangan Penuntut Umum dalam
melakukan penuntutan yaitu Sedangkan pada pidana maksimal 12
tahun, pidana minimal 3 tahun yang merupakan batas atas kategori
“berat” ditambah dengan batas bawah kategon hukuman sangat berat.
Untuk beberapa kejahatan yang sangat berbahaya, membahayakan
atau mengganggu masyarakal, serta kejahatan yang diperburuk atau
diperburuk olch efeknya, kejahatan minimum khusus ini merupakan
pengecualian. Fakia bahwa semakin banyak pemerkosaan setiap tahun
menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak efektif sehagai
tindakan pencegahan umum. disparitas dalam  pemidanaan  atau
diskrepansi dalam pemidanaan terhadap mereka vang melakukan
tindak pidana perkosaan (Definisi Disparitas Pidana menumt Molly
Cheng: pencrapan berbagai sanksi terhadap pelanggaran yang sama),
Hal ini mungkin terjadi karena, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal
285 KUHP, ridak ada pemberatan minimum tetapi ada pemberatan
maksimum  tertentu, memberikan  keleluasaan  hakim  untuk

menjatubhkan hukuman muolai dar pemberatan minimum satw hari
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hingga dua belas tahun, KUHP menetapkan hukuman penjara dua

belas tabun bagi pelaku perkosaan tanpa adanva alternatf atau
gagasan mendasar tentang hukuman fisik, schingga hakim juga tidak
memiliki pilihan lain untuk menjatuhkan hukuman pidana lebih lanjut
(berupa cambuk atau rajam). Pasal 285 KUHP menentukan hukuman
yvang dapat dijatuhkan “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan
ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya
bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan
pidana penjara paling lama dua belas tahun”, Jika salah sat tindak
pidana wyang tercantum dalam pasal 285, 286, 287, 289, atau 290
mengakibatkan kematian, dipidana dengan pidana penjara paling lama
lima belas tahun, menurut avat 2 pasal 291 KUHP. Akibatnya,
kuman penjara yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana lebih

haik dimanfaatkan.

Penuntut  wmum dalam  hal  ini  dakwaan masvarakat
membuktikan masing-masing telah melanggar Pasal 285 KUHP
apabila tidak diketahui perbuatan itu dilakukan tiga kali dalam Kurun
wakiu vang sama dengan saksi yang berbeda yaim tiga tindak pidana
pemerkosaan. . tetapl dalam surat-surat dan penerapannya pada liga
kasus atau salah satu kasus tidak ada alasan atan hal-hal yang
memberatkan dirinya, dalam atau dalam salah sate dari tiga kasus

perkosaan.
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Pada kasus ini Jaksa Penuntot Umum mendakwa terdakwa
dengan dakwaan alternative vakni dakwaan wvang ciri utamanya
terdapat kata hubung “atau” antara dakwaan satu dengan dakwaan
lainnya. Konkritnya dalam dakwaan alternative ini kualifikasi tindak
pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain adalah
sgjenis. Seperti dalam kasus ind, penutut umum mendakwa dengan
dakwann kesatu pasal 285 KUHP yaitu tindak pidana perkosaan atau
kedua pasal 289 KUHP adalah tindak pidana pencabulan. Kedua
pasal yvang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ini
sudah saling terkait untuk disandingkan. Tetapi hal ini tidak
berkaitan dengan asas “lev specialis derogate le generalis” artinya
Hukum vang lebih spesifik lebih penting daripada vang lebih umum.
Pasal yang didakwakan kepada undang-undang tersebut diperjelas
dalam surat penuntut umum tidak adanya hal-hal yang memberatkan
kepada terdakwa yaitu harusnya adanya perbuatan terdakwa sudah
dilakukan beberapa kali dengan tiga orang korban yang berbeda dan
dalan melakukan tindakan perkosaan terdakwa tdak ada rasa

penyesalan.

Agar korban tidak merasa menyesal dalam kasus ini, hakim juga
menerapkan  prinsip  retaliasi kepada pelaku  perkosaan. Karena
korban, teman, atau anggota keluarga korban dapat membujuk hakim
utama untuk membalas dendam kepada pelaku sendiri atas kerugian

yang didentanya, jika pelaku tidak menerima hukuman berupa
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hukuman, kemungkinan ini  dapat terjadi. timbul. Hakim
menggunakan pengertian  retribusi/balas  dendam/mutlak  selain
mempertimbangkan kepentingan korban sehingga pemidanaan dapat
menjadi pengingat bagi pelaku kejohatan dan anggota masyarakat
lainnya bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau
memperoleh keuntungan vang tidak wajar dari orang lain akan
mengakibatkan pembalasan. Karena hukuman menpakan suatu
tindakan balas dendam terhadap si pelanggar, maka hukuman it
harus menveimbangkan antara beratnya pelanggaran dan keseriusan
perbuatan  yang menyebabkannya  (beratnya  pelanggaran).
Kesimpulannya, berat ringannya kejahatan para pelaku kejahatan
tetap harus dipertimbangkan dalam mencntukan tingkat hukuman

yang sesuai.

Hakim menggunakan retribusi/pembalasan/hukuman muotlak
dalam  penghukuman  karema  fakta-fokta  tersebut  di atas
diperhitungkan ketika menentukan bahwa perbuatan itu dianggap
serius. Tingkat keparahan pelanggaran vang dilakukan oleh individu
meneniukan hukuman yang sebenarnya. Putusan pengadilan tentang
keadaan yang memberatkan mengungkapkan scjumlah vanabel yang
berkontribusi terhadap intensitas perbuatan yang dinilai, sehingga
mereka menggunakan teori retribusibalas dendamfabsolut dalam
pemidanaan. Kondisi korban langsung (direct korban), masyarakat

(korban tidak langsung), hubungan antara pelaku dan korban
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langsung, tindakan, sena teknis dalam melakukan kejahatan adalah
bheberapa  ciri vang  komponen-komponen  tersebut  terkait ke

perbuatan.

Pemerkosaan merupakan kejahatan yang menimbulkan kerugian
mental dan berpotensi menimbulkan masalah kejiwaan. Pada
kenyataannya, membahayakan kehidupan dengan menempatkannya
dalam bahaya kematian atau bahaya serins, serla kemungkinan
tindakan kriminal lainnya seperti aborsi, menempatkan properti pada
risiko dengan merampas kemampuan orang uniuk mencari nafkah.
Peraturan Pasal 285 perlu  diubah untuk mencerminkan
perkembangan opini publik dan, khususnya, untuk mencapai tujuan
hukum pidana dan alasan pemidanaan. Pemikiran Islam tentang
ikrah, atau paksaan, sangat membantu dalam mencari solusi atas
persoalan-persoalan yang  berkembang  sebagai  akibat  dari
kelemahan-kelemahan dalam penyelenggaraan hukum pidana positif.
Ide inkrach menckankan adanya kondisi bahwa korban tidak ingin
berada di sana, bukan hanya paksaan dan pelaku, yang jauh lebih

sulit uniuk dibukiikan,

Oleh karena i, definisi pemerkosaan harus diperluas
dengan memperhatikan kepentingan korban. Dengan memperbarui,
menambah, atau mengubah definisi pemerkosaan, arti pemerkosaan
dapat didefinisikan lebih lanjut. Dengan melakukan ini, itu akan

memasukkan komponen tindakan yang pada awalnva tidak ada
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dalam kejahatan atau kriminalisasi perilaku. Pasal 285 KUHP yang
mengamanatkan aktivitas pelaku serelab memaksa masuk ke tubuh
korban melalui kekerasan atau ancaman kekerasan, perlu diubah

untuk mengatasi perkosaan akibat dari tindak pidana tersebut.

Ancaman hukuman mati merupakan hukuman yang seberat-
beratnya mengingat beratnya akibat, kemgian, dan kerugian yang
dialami secara khusus oleh korban, serta keselamatan masyarakat
secara keseluruhan, Demikian juga, dimaksudkan agar undang-
undang masa depan yang mengatur kejahatan perkosaan akan
mempertiimbangkan akibat kejahatan ketika menentukan sanksi
yang sesuai. Batas  atas  untuk  kategori  hukuman  "berat”
digabungkan dengan hukuman minimal 3 wahun, yang merupakan
batas bawah untuk katcgor hukuman “sangat berat”". Ancaman
hukuman penjara maksimal 12 whon. Untuk beberapa kejahatan
yvang sangat merugikan, membahayakan  atan mengganggu
masyarakat, serta kejahatan vang diperburuk atau diperburuk oleh

eleknya, kejahatan minimum Khusus i merupakan pengecualian.

Semua pihak menerima jumlah yang sama di bawah keadilan
komutatif. Keadilan komutatif mengacu pada komitmen sescorang
kepada orang lain dalam suatu asosiasi sosial. Persamaannya
adalah sebagai berikut. Jika setiap orang diperlakukan  sama,
terlepas dari sudumt pandang atau apa pun, itulah yang adil.

Pembagian beras dalam jumlah yang sama selama pengungsian




akan dianggap adil. bahwa sementara keadilan distributif berada di
bawah lingkup pemerintah, keadilan komutatif adalah cabang dari
keadilan. Arnstoteles harus membedakan antara mercka yang
mendasarkan keadilan pada fitur dan mereka vang mendasarkannya
pada sifat manusia universal, dengan perspektif tertentu dari
beberapa hukum, untuk mengembangkan argumennyalPerbodaan ini
tidak boleh dicampuradukkan dengan perbedaan antara hukum
positif yang diatur oleh hukum dan hukum adat. Karena menunt
pembedaan Aristoteles, dua hukum vang pertama hanya berlaku
untuk masyarakat tertentu, meskipun hukum tambahan sejenis yang
dinyatakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tetaplah
hukum alam jika dapat disimpulkan dari yang bersifat umum. dari
orang-orang. Memanfaatkan teori keadilan komutatif Pasal 285
KUHP menguraikan persyaratan  hukum  unwk  kejahatan
perkosaan, vang diancam dengan hukuman penjara maksimal 12
tahun. Barang siapa dengan ancaman. paksaan, atau penerapan
gagasan keadilan komuotatl tudak dapat menyentuh pelaku tindak
pidana perkosaan sckalipun mercka memenuhl semua persyaratan
pasal tersebut, atau dengan kata lain, semua syarat pasal 285 UU
No. Kode kriminal . Pada kenyatsannya, implementasi pasal-pasal
tersebut masih belum memperhitungkan rasa keadilan; hukuman
yang diberikan kepada pemerkosa bahkan tidak  mendekali

sepenuhnya sanksi vang tercantum dalam pasal tersebut. Mayoritas
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penjahat  sebenamya paling disnungkan. Masih belum  bisa
mendekati  para  penjahar pemerkosaan, Pada  kenyataannya,
hukuman yang dijatubkan kepada pemerkosa lebih sesual dengan

rasa keadilan dibandingkan penerapan dalam pasal-pasalnya.

Pemerkosaan telah dianggap sebagai  kejohatan  yang
menimbulkan risiko bagi masa depan masvarakat. Sekalipun bukan
akibat perbuatan yang disengaja, namun benar bahwa ancaman
pidana dalam KUHP dan dalam KUHP yang diusulkan tidak cukup
untuk  memperhitungkan rsiko korban jiwa dan luka berat,
Ancaman hukuman adalah hukuman perantara yang tampaknya
enggan diterapkan  pada  pelanggaran yang benar-benar  serius.
Pemerkosaan merupakan kejahatan yang tidak hanya berdampak
pada korbannya tetapi juga rasa aman masyarakat terhadap
kehidupan dan perkembangannya. Hal ini disebabkan oleh sifat
komunal masyarakat Indonesia, di mana pemerkosaan telah
berkembang menjadi tindakan vang bertentangan dengan prinsip-
prinsip dasar vang mengalurnya dan dipandang oleh masyarakat
sebagai layak mendapatkan hukuman yang berat. Secara bertahap,
definisi pidana pasal 187 KUHP berada dalam bahaya. Jika tindak
pidananya hanya berupa kehilangan barang, mumusan pertama
diancam hukuman dua belas tahun. Unmk selanjuinya diancam
dengan hukuman lima belas tahun jika membahayakan nyawa

orang lain. Dan hukumannya diperberat dengan hukuman seumur
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hidup atau hukuman penjara 20 tahun. Mengingat luka berat
membahayakan nvawa para korban, maka konstruksi undang-
undang perkosaan juga dapat berjenjang dengan memberikan bobot
yang lebih berat pada kegiatan yang menimbulkan luka berat,
dengan ancaman hukuman maksimal lima belas tahun penjara. Dan
hubuman maksimal penjara seumur hidup atau jangka wakiu yang
telah ditentukan 20 tahun untuk pemerkosaan yang mengakibatkan
kematian, Hukuman penjara diharapkan dapat berkontribusi pada
semua komponen twjuan pemidanaan, baik dalam sistem hukum
Islam maupun Barat, serta pada aspek perlindungan masyarakat

dan peningkatan pelanggar.

b. PENERAPAN PASAL 11 Ayat (4p KUHP DALAM SURAT
TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

1. Kedudukan dan Pengaturan dalam KUHP
Setelah membahas tentang pertimbangan Penuntut Umum dalam perkara
tersebut maka kedudukan tentang tersangka, keluarga tersangka, korban
maupun orang lain. Tanggung jawab terhadap peristiwa tindak pidana
dapat dibagi menjadi 3 (riga) subvek vaitu :
I. Tersangka
Pelaku perbuatannya merupakan yvang menjadi fokus dari pada

usaha mencan dan menemukan kebenaran materiil. Tersangka adalah
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seorang vang Karena perbuatannya atau keadasannya berdasarkan
barang bukti permulaan diduga sebagai pelaku tindak pidana.®
Jadi untuk menctapkan seorang berstatus sebagal lersangka
dengan alat bukti juga harus sesuai dengan pengalsiran otentik dapat
diketahui bahwa seirang tersangka  dapat dipastikan bahwa ia
seorang tersangka vang diduga melakukan kejahatan atau tindak
pidana.

Menurut HIR alat bukti tersangka ditempatkan dalam petunjuk,
untuk mengungkapkan dari tindakan yang dilakukan tersangka yang
dianggap telah melanggar suatu tindak pidana ™

Dalam proses penggeledahan sampai ke tahap penyidikan
menetapkan seorang yang karena perbuatannya atau keadaan patut
diduga schagai tersangka pelako tindakan pidana. maka penyidik itw
harus didasarkan pada alat bukti vang sah.

Keluarga Tersangka

Kedudukan keluarga tersangka jelas tidak sama dengan kedudukan
tersangka karena dalam KUHAP tidak ada saiu pun yang mengatur
mengenai hal itu. Meskipun KUHAP tidak memeberikan penjelasan
sgcara tersural mengenai kedudukan keluarga tersangka namun
apabila hal tersebut dibubungkan dengan yang lain maka dapat
mendukung dalam hal mengungkapkan peristiwa tindak pidana

terhadap tersangka.”’”

 H.M.A. Kuffal, Penevapan KUHAP datam Prakeit Hokum, UMM Press, 2005, him 137
* Raina Nurul Afiah, Sarang Buksi Dalam Proses Pidana, Smar Grafika, Bandung, 1998, hlm %6-

a7

T Hari Sasangka, Hukim Pembikrtian dalam perbora Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003, him

105
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa secara vuridis
formal keluarga tersangka dapat mendukung terbuktinya perbuatan
tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, atas dasar itu maka
dalam proses pemeriksaan keluarga tersangka dapat digunakan uniuk
men jadi saksi dalam proses penyidikan.

3. Korban
Didalam KUHAP pada umumnya hanya mengatur tentang hak-hak
tersangka serta hak-hak penasehat hukum, sedangkan hak-hak
korban dalam kejahatan dalam KUHAP dapat dikatakan tidak ada
atan tidak diatur secara jelas, kecuali hak menagajukan laporan atau
pengaduan kepada penyidik sehagaimana diatur dalam pasal 108
ayat (1) KUHAP dan hak menggugat ganti kerugian melalui pra
peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 80 KUHAP.™
Olech karena KUHAP tidak mengatur tentang perlindungan hukum
terhadap korban mak sering terjadi tindakan sewenang-wenang
bahkan adanya undakan secara  tdak  langsung  yang
mengintimidasi korban untuk tidak melapor kejadian khususnya
dalam perkara asusila. Berdasarkan kenyataan sebagaimana
divraikan diaras, maka sesungguhnnya harus adanya perlindungan
serta ketentuan-ketentuan yang adil dan seimbang dalam pemberian

perlindungan terhadap korban.

Bahwa penempatan dan pengaturan dalam Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1946 KUHP (selanjutnya disebut KUHP)
tentang pencantuman pidana pokok Pasal 10 huruf a KUHP dengan

penutup pidana, maka rangkaian lengkapnya kejahatan terdin dan :

* HMA. Kuffal, Op Cit,




a. Pidana Pokok

1. Pidana mati
2 Pidana penjara
3.  Kurungan
4. Denda
3 Pidana tutupan
b. Pidana tambahan
1.  Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim
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Pengaturan dan pengaturan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor

20 Tahun 1946 KUHP (selanjutnya disebwt KUHP) tentang pencantuman

pidana pokek Pasal 10 hurul an KUHP dengan penutup pidana, daltar

lengkap delik tambahann.

Jika diperhatikan susunan pidana, baik pidana pokok maupun

pidana tambahan maka kedudukan pidana tidak dicantumkan secara

ckplisit, selengkapnya ketentuan pasal 12 ayat (1) KUHP sebagai berikun :

(1} Penjara seunwur hidup atau jang ka wakiu lertentu

(2) Penahanan minimal satu hari dan maksimal lima helas tahun berturut-

furut

(3) Dalam hal kejahatan yang hakim dapat memilih antara hukuman mati,

penjara seumur hidup, dan penjara untuk wakiu tertentu, serta dalam

wakiu lima belas tahun melebihi alasan tambahan, penjara untuk

jangka wakiu tertentu. waktu dapat diterapkan selama dua puluh tahun
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berurui-iurut, bersamaan, dengan penarikan, atan sebaga akibat dan

penctapan pasal 52,

(4) Hukuman maksimum untuk jangka waktu tertentu adalah dua puluh

tahun.

Berdasarkan ketentuan pasal 12 KUHP diatas. ternyata bahwa ketentuan
pidana penjara tidak boleh melebihi melebihi dua puluh tahun diatur dalam satu

ayat saja yaitu pasal 12 ayat (1) angka ke- 4 KUHP™

KUHP senantiasa terancam oleh rumuosan-rumusan  aliernatif apabila
tindak pidana dan ancaman pidana ditelash dari perspektif mekanisme penetapan
kebijakan  pembentukan  pidana.  Salah  satu faktomya  adalah  karena
pelanggarannya termasuk yang paling berat, satu tingkat di bawah hukuman mati.
Oleh karena itu sukar dibayangkan dan terasa sangat berat apabila kebijakan
pengaturan mencmpalkan benluk perumusan ancaman sanksi pidana dengan

system kumulatif atan komninasi.

Penerapan Pasal 12 Ayat (4) KUHP Dalam Surat Tuntutan,

Dalam pasal 12 ayat (4) KUHP yaitu : pidana penjara sclama wakiu
tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun. "™ Berdasarkan rumusan
pasal 12 ayat (4) KUHP, bila dalam proses perkara pidana khusosnya dalam
proses peradilan pidana. Pidana penjara seumur hidup dicirikan sebagai pidana

penjara yang dilakukan seamur hidup terpidana pada saat putusan dijatuhkan,

® Tongal, Pidana Sewmer Fidup Delam Sistem Hukwm Pidane oi Podosesio, Universitas
Mu

9 el Harnzah . Tinsaware Revekas Siviern Pemdanaan o Tndowesia, Akade mika Presindo. Jakarta.
1]
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setelah il ditetapkan pidana penjara tenento. Misalnya, jika seseorang berusia 21
tahun ketika dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dia hanva akan menjalani
hukuman 21 tahun. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4
KUHP, di mana hukuman vang dijatuhkan oleh pelaku adalah 21 tahun, lebih
lama dari hukuman maksimal 20 tahun.

KUHP membedakan antara dua jenis penahanan yang berbeda: penjara
seumur hidup dan penjara jangka waktu vang telah ditentukan. Menurut Pasal 12
ayat 4 KUHP, seseorang dapat dipenjara untuk jangka waktu tidak lebih dari dua
puluh tahun. Persyaratan Pasal 12 KUHP harus dirujuk agar dapat menafsirkan
dengan tepat istilah hukuman penjara seumur hidup. Dapat diklaim bahwa seorang
terpidana  dijatuhi  hukuman  penjara dalam  jumlah wakio  tertentu  jika
hukumannya, scperti penjara scumur hidup, sesual dengan usia mereka pada saat

hukuman mereka,'"!

Hal ini dapat ditunjukkan dengan contoh berikut: Jika seorang terpidana
divonis pada usia 30 (tiga puluh) tahun, maka ia harus menjalani hukuman penjara
30 tabun (tiga puluh tahun). Ketentuan Pasal 12 ayat 4 KUHP udak diragukan lagi
dilanggar oleh hal ini. Contoh berikut adalah seseorang yang divonis 18 (delapan
belas) tahun penjara jika terbukti bersalah pada usia 18 {(delapan belas) tahun.
Yang membingungkan, hakim dapat langsung mengeluarkan hukuman |8
(delapan belas) tahun tanpa harus menjatuhkan  hukuman  seaomur  hidup

berdasarkan pedoman Pasal 12 ayat (4) KUHP.'"™ Akibamya. jika hakim

0 Shanti Rachmadsyih, (2020), Pideana Seanmr Hidup, LBH Pengayoman : Universitas Pahryangan
" Ibid, him 1
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menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada seseorang, mercka akan

menjalani seluruh hidup mereka di balik jeruji besi.

Keadaan-keadaan tersebut di atas menunjukkan perlunya pidana penjara
seumur hidup, vang diantikan sebagai pidana penjara seumur hidup sampai mati.
Sifat pidana penjara seumur hidup vang mengakibatkan terpidana tidak
mengetahul kapan pelaku akan menyclesaikan pidananya, mendukung ketentuan

yang berkaitan dengan jangka waktu tersebut "™

Ini sebanding dengan perbedaan antara hukuman penjara seumur hidup
dan hukuman penjara yang lebih pendek. Sedangkan pemenjaraan untuk jangka
wakiu tertentn berusaha membina dan merehabilitasi terpidana agar nantinya
dapat kembali ke masyarakat, pidana penjara seumur hidup dimaksudkan untuk

membela kepentingan masyarakat "™

Pembacaan surat tuntutan kepada terdakwa didasarkan pada pembuktian
dan keyakinan Jaksa Penuntut Umum serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal
yang meringankan, hal ini menjadi tolak ukur dari berat dan ringannya hukuman

bagi terdakwa.

Pencrapan pasal 12 avat (4) KUHP dalam surat Tuntutan Jaksa Penuntut
Umum telah sesuai terhadap diri terdakwa akan tetapi dalam perkara ini dan
terdakwa sudah tiga kali melakukan tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana

perkosaan dalam wakiu yang sama yaitu tahun 2019 dan di dalam surat Tuntutan

W Rifanly Potabuga, Pidana Penjara Menunu KUHP, Jurnal Lex Crimen, Yolume 1-Nomor 12,
Okiober-Desember 2002, hilm 86
4 Op Cit. hlm 36
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terdakwa tidak mencantumkan alasan pemberatnya yaitu perbuatan terdakwa telah
dilakukan berkali-kali, maka dalam perkara ini memang pencrapan dari pasal 12
ayat (4) KUHP yang menyebutkan pidana penjara tidak melebihi 200 (dua) puluh
tahun dan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari ketiga perkara tersebat vaitu
18 (delapan belas) tabun namun dalam Pasal 285 KUHP menyebutkan ancaman
maksimal dalam perkara tersebut 12 tahun, Maka dari ketiga perkara tersebut
melebihi dari ancaman maksimal pidana dari pasal 285 KUHP sedangkan tindak
pidana vang dilakukan dan pasal yang termuat dalam surat tuntutan Jaksa
Penuntut Umum pasal 285 KUHP dan bukan merupakan delik khusus dalam suatu

tindak pidana.

Tindak Pidana Perkosaan adalah kejahatan scksual yvang diator dalam
Pasal 285 KUHP Indonesia dan KUHP vang berlaku saat ini adalah KUHP yvang
diadaptasi dann KUHP Belanda. KUHFP Belanda sendin telah mengalami
perubahan terutama pada Pasal 242 tentang perkosaan. Berdasarkan hal tersebut
penulis akan membandingkan pengaturan perkosaan antara KUHP Indonesia dan

Belanda "™

Dalam kasus tindak pidana perkosaan, berlaku prinsip “semakin gigih atau
semakin besar usaha perlawanan yang dilakukan korban dan semakin cepat kasus
dilaporkan dan tempat kejadian perkara diamankan, maka akan semakin besar
peluang untuk menemukan pelakunya™. Post-mortem harus dilakukan selambat-

lambatnya dua hari setelah pemerkosaan untuk mengidentifikasi sperma yang

—
W 1.5, Poerwadarminta, Kanues Umeum Bahbasa Indone sia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, him 16
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mungkin ada di wbuh korban, Dibuiuhkan paling lama lima jam setelah

pemerkosaan untuk menentukan apakah sperma masih bermigrasi atau tidak '™

Pandangan KUHP tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Implementasi
kebijakan Elkl.l:ll pidana dalam rangka pengembangan KUHP Baru di Indonesia,
selain mendasarkannya pada tiga faktor (politik, sosiologis. dan praktis), yang
perlu lebih lanjut perhatian dar sisi Kajian menyeluruh bersifat adaptif, yaitu
bahwa KUHP nasional ke depan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan
baru, terutama perkembangan intemasional vang telah disepakati oleh masyarakat
beradab. Perkembangan intemasional terutama mencakup kemajuan dalam
berbagai  cabang  kriminologi  modern, termasuk  kriminologi,  kebijakan

kriminologi. dan hukum pidﬂna.":""

Alasan serupa dapat ditemukan dalam definisi RUU KUHP tentang
"perkosaan”, Dimana perkembangan berikut tampak berdampak pada kebijakan
tersebut. Salah satu jenis kejahatan kekerasan terhadap perempuan adalah
pemerkosaan, vang menjadikan perempuan  sebagai  korban, pembunuhan,
pemerasan, atau kejahatan lainnya. Saat itu, isu kekerasan terhadap perempuan
tidak lagi hanya menjadi isu lokal atau nasional: i elah menyebar ke seluruh
dunia. Pemerkosaan adalah kejahatan kekerasan terhadap perempuan yang paling
memprihatinkan, tidak hanva bagi para korban tetapi juga bagi masyarakat dan
seluruh umat manusia. Oleh karena itu, dibandingkan dengan jenis kejahatan

lainnya, pemerkosaan memiliki potensi paling besar uniuk meningkatkan tingkat

" Abdul Wahid dan Muhammad Trfan, Donje D, Turangan, Penerapan Pasal 285 KUHP Tentang
Pelaku Tindak Pidana Perkosaan, hlm 14
W7 Barda Nawawi, Anel, Teori-teori dan kebijekan pidena Bandung . Alumnd, 1992, him 170
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"ketakutan akan kejahatan® di masyarakat, Selain i, persoalan ‘ asasi manusia
(HAM) vang diarmikan scbagai hak vang wajar (reasonable) dan melekan
(inherent) schagai manusia tidak dilahirkan. juga merupakan masalah global.
Menurut  banyak komentar, kekerasan terhadap perempuan  mempakan
penghambat pertumbuhan  karena menurunkan kepercayaan difi  perempuan,
mempersulit mereka untuk terlibat dalam kegiatan sosial, dan mengurangi
otonomi mereka di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan fisik. Akibatnya,
kemampuan perempuan untuk memperoleh manfaat dari keberadaan fisik,

ckonomi, politik, dan budaya mercka terhambat,"™

Penting juga untuk mempertimbangkan uwpaya vang dilakukan oleh
rekayasa hukum untuk meramalkan masalah  pelanggaran pemerkosaan  di
Amerika Serikat, yang terjadi sekitar 20 tahun setelah dimulainya gerakan feminis
pada 1960-an. "Kelompok Feminis,” "Kelompok Hak Korban,” dan organisasi
pendukung "Hukum dan Ketertiban® telah memimpin dan mendukung kampanye
ini untuk memperjuangkan undang-undang pemerkosaan, yang ada dalam gerakan
undang-undang pemerkosaan (Reformasi Hukum Pemerkosaan) di negara ini.

Kekhawatiran hukum yang diangkat oleh gerakan reformasi ini adalah ;'™

I. Banyak pelaku perkossan yang ditahan atau ditangkap, tetapi sulit atau
hanya untuk pelanggaran ringan karena perkosaan sering terjadi dan

kemudian diadili dibandingkan dengan pelakunya (perkosaan).

i .d hlm 177
W Barda Mawawi Ariel, Perkembangan Sistem Peavidanaan oi Indonesto, Pustaka Magister

Semarang, 2007, him 77
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2. Banyak pelaku perkosaan vang diketahui oleh korbannya sehingga
masvarakat umum tidak memandang viktimisasi yang dilakukan aleh pacar
atau tunangan korban scbagai perkosaan vang scbenamya. Hal ini karena

sehagian besar korban enggan untuk melaporkan tindakan tersebut.

Dibuktikan dengan prospek rendahnya hukuman bagi pemerkosa
(Pasal 285 KUHP), yaiu 12 tahun penjara, masalah huokum mendasar
Indonesia terus menjadi ketidakcukupan hukum dalam melindungi perempuan

yang telah diperkosa.''"

Kenyataannya, belum pernah ada pengadilan di Indonesia yang
memberikan hukuman maksimal bagi pelaku pemerkosaan. Dari uraian di atas
terlihat bahwa sikap telah berubah secara radikal. Pemerkosaan pada awalnya
dipandang secbagai masalah Karena iu adalah semacam Kejahatan  biasa.
Namun, tampaknya kekerasan terhadap perempuan (perkosaan) lebih dari
sekedar persoalan hukum karena telah berkembang dari waktu ke waktu. Ini
memiliki semangat hak asasi manusia yang kuat pada intinya. Serupa dengan
bagaimana definisi “perkosaan” dalam Rancangan KUHP Baru, kebijokan
tersebut tampaknya dipengaruhi oleh pendapat-pendapat tersebut di atas.
Akibatnya, definisi Eﬂ'kmun Jjauh lebih luas daripada Pasal 285 KUHP. Hal
ini terlihat dari ungkapan Muladi vang menulis berikum %Inm salah salu
makalahnya untuk Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi pada
tanggal 8-23 November 1993, di Semarang sebagai anggots Tim Perancang

KUHP Baru: Jika dibandingkan terhadap perubghan di negara lain, penciptaan

" Ibid, him &1
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tindak pidana  Perlakvan  KUHP terhadap pemerkossan  tidak  lagi
mencerminkan kemajuan sosial, Pemerkosaan tidak lagi dipandang sebagai
masalah moral belaka {moral offence), melainkan sebagai masalah vang terkait
dengan kemarahan dan kekerasan, yvang kesemuanya dipersepsikan sebagai
pelanggaran dan pengingkaran terhadap hak asasi manusia. Pernyataan di atas
memmjukkan bahwa ketika menjadikan tindak pidana perkosaan sebagai
kebijakan hukum pidana, para penyusun Rancangan KUHP Baru
mempertimbangkan lebih dari sekedar penegakan moral, khususnyva yang
berkaitan dengan perlindungan hak asasi perempuan. Menurut Pasal 285

KUHP, tindak pidana pemerkosaan adalah sebagai berikut : '

a. Barang siapa
_
Sebagian pakar berpendapat bahwa “barangsiapa”™ bukan merupakan
unsur, hanya memperlihatkan sipelaku (dader) adalah manusia. Sebagian
pakar lagi berpendapat bahwa “barangsiapa” tersebut adalah manusia,
tetapi perlu diuraikan manusia siapa dan berapa orang. Jadi identitas
“barangsiapa” tersebut harus jelas.

b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
Unsur dengan kekerasan dimaksudkan setiap perbuatan yang dilakukan
dengan kekuatan badan yang agak hebat. Pasal 89 KUHP memperluas
pengertian “kekerasan™ schingga membuat pingsan atan melemahkan
orang disamakan dengan melakukan  kekerasan, “Kekerasan  atau

ancaman kekerasan™ tersebut ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan

" Leden Marpaung, Ke jahatan Terbadap Kesuvilaan dan Masalah Prevensinve, Sinar Grafika, him

33,
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rsil’at sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan baginya selain
membiarkan dirinya untuk disetubuhi.

¢. Memaksa
“Memaksa™ berarti  diluar kehendak dari  wanita tersebut atau
bertentangan dengan kehendak wanita i,

d. Seorang wanita bersetubuh dengan dia
Dalam hal homoseksualitas, Pasal 285 KUHP tidak dapat digunakan jika
bukan perempuan. Menurut definisi "hubungan seksuoal®, seorang pria
dan seorang wanita dapat melakukan kontak scksuval tanpa batas, yang
umumnya mengakibatkan kehamilan. Tidak diwajibkan babwa video
gadis ity menampilkan kontes air mani. Saat ini, definisi "hubung:n

scksual® mengacu pada penctrasi atau penis memasuki vagina,

Peraturan KUHP tentang Kejahatan menyatakan bahwa
hukuman maksimum 12 tahun adalah ancaman maksimum bagi penjahar.
Mayontas penjahat sebenamya paling diuntungkan. Para korban harus
menanggung  cerita penghinaan  dan penderitaan  psikologis  untuk
selanjutnya. benar-benar tidak adil Ada keraguan alasan mengapa
manusia ada di bumi; itulah sehbabnya hukum disusun, dibuat, dan
diputuskan. Dengan tujuan ini, maka akan ada satu atau lebih bisnis yang
ingin menjadi sasaran dan fokus tindakan hukum terhadapava. Andi
Hamzah dan Sumangelipu berpendapat bahwa pertanyaan tentang apa
tujuan sebenarnya dari penegakan kejahatan tetap tidak terjawab selama

beberapa generasi. Tak sa pun dari beberapa solusi memuaskan semua
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pemangku kepentingan. Beberapa orang berkata, "Untuk memperbaiki
penjahat,” Tentu saja, hukuman man dan penjara seumur hidup tidak ada

lempatnya jika tujuannya semata-mata untuk berkembang.

Jelas dari pernyataan di atas bahwa hukum hamus menghasilkan
keadilan, kemanfaatan bagi kemaslahatan masyarakat, dan kepastian
hukum dalam penerapannya. Argumen keadilan komutatif berpendapat
bahwa sementara keperawanan, masa depan, dan kehormatan korban
diambil sebagai akibm dari kejahatan, setidaknya pelaku menerima apa
yang menjadi haknya uniuk tindakannya. Karena kejahatan terbukni
meningkat dari tahun ke tahun dan karena pelakunya hanya dapat
melakukan  kejahatan lagi setelah dibebaskan dan penjara, penulis
membayangkan bahwa penahanan tidak lagi diperlukan bagi penjahat.
Hal ini menyebabkan kekhawatiran bagi keluarga dengan  anak
perempuan. Meskipun tujuan utama pemidanaan adalah memberikan
efek jera bagi pelakunya, namun juga schagai peringatan kepada
masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa. Hal ini diharapkan

dapat terjadi pada para pelanggar.

PELAKSANAAN PENUNTUTAN PERKARA YANG SAMA DI
MASA YANG AKAN DATANG

Bekas kekuasaan kolonial Belanda meninggalkan KUHP,
yang kini berlaku scbagai hukum positf di Indonesia. Warisan ini
dalam banyak hal tdak sesuai dengan kelangsungan hidup dan

pertumbuhan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaular.
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Kitab  Undang-undang Huokum Pidana  masih  berlaku
sebagai hukum positif, ini adalah untk mengisi kekosongan hukum
setelah kita merdeka dan dari tahun ke tabun, kita bangsa Indonesia
berusah menciptakan suatu sistem hukum nasional yang mengabdi

pada kepentingan nasional .

Negara Indonesia telah mencapai tujuan ini antara lain
dengan mengkodifikasi dan  menyatukan bidang hukum  utama,
menambahkan KUHP dan KUHAP, antara lain (hukum materiil dan

hukum pidana formil).

Memang anch KUHAP Nasional, Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAF), dibuat hari ini tanpa KUHP dipersiapkan terlebih dahulu
atau bahkan diikuti olehnya. Akibamya, KUHP tetap ada meskipun
KUHAP yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pedalaman
Herzene, gll:l 1941 No. 44, telah diganti dengan UU No. 8 Tahun

1981,

Oleh karena itu, bagi Badan Legislasi bangsa kita, harapan
seluruh masyarakat adalah suatu saat nanti kita dapat memiliki buku
Hukum Masional yang merupakan ciptaan negara Kita sendiri dan

o

yang mengatur perilaku bangsa Indonesia, manusia sesuai dengan

kemajuan dan Kebutuhan masyarakal.
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Merupakan suatu kenyataan bahwa kehidupan masyarakai
senantiasa berkembang seiring dengan  perkembangan teknologi,
schingga terjadi perubahan tata nilai kehidupan hukum dalam
masyarakat yang harus mengalami perkembangan-perkembangan baru
yaitu hukum wang hidup, dinamis yang timbul dalam masyarakat

bangsa itu sendiri.

Misi utama hukum adalah mewujudkan  perdamaian,
kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, dan kepastian hukum sesoai
dengan perkembangan masyarakat schingga hukum dapat mencapai
tjuannya. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa ketika Nasyaraka

berubah, milai-nilai yang ada di sana berubah.

Eanyuk pasal-pasal yang ada dalam kitab Undang-Undang
Hukum Pidana vang masih beraku tapi tidak laku artinya dari segi
yuridis masih berlaku sebagi hukum positif, Tetapi jika dilihat dari
realitas sosial, hukum-hukum imi tdak lagi benar dar sudo

pandang sosiologis dan tidak lagi berlaku..

Perubahan KUHP, khususnya sistem  pemidanaan,
diperlukan untuk menegakkan hukum pidana dan mengikuti

perkembangan masyarakat dan teknologi.

|
Dengan demikian, tindak pidana perkosaan telah diatur oleh
pembuat undang-undang dalam Rancangan KUHP 1999-2000,

dimana telah dijelaskan tentang pengertian perkosaan serta
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pengernian p::rsr:l.uhlm vang berkanan dengan perilaku
menyimpang, guna ngiku[i perkembangan  masvarakat dan
pemenuhan  kebutuhan masyarakal. pembuat  undang-undang
melihat  perlunya pembentukan  KUHP  nasional  bahwa

pemerkosaan masih diatur sebagai kejahatan.

Pada intinya pemerkosaan menurut pasal 285 KUHP ridak
sejalan dengan kekerasan keersif alaw ancaman kekerasan koersif,
Dari penjelasan di atas terlihat bahwa harus ada undang-undang
yang tepal dan lerorganisir yang mengatur tentang tindak pidana
perkosaan. Sifat hukum pidana bersifat memaksa dan dapat
dipaksakan, schingga selain menerapkan sanksi sesual dengan
kegiatan yang dilakukan, setiap perbuatan melawan hukum dapat
dikenakan penderitaan berupa hukuman, Persyaratan antikel telah

dipenuhi semua.
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BAB IV

PENLTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan wraian di muka penulis dapat mengambil kesimpulan

sebagai berikut :

1. Jaksa Penuntut Umum dalam pertimbangannya pada perkara tindak pidana
perkosaan ini tidak mencantumkan alasan pemberatnya di dalam Surat
tuntutan Jaksa Penuntut sebagaimana telah diatur dalam SE JA Nomor :
SE-O13AIA 2001 yang dipandang sangat merugikan, membahayakan
atau meresahkan masyarakat khususnya pihak saksi korban dan tindak
pidana perkosaan imi merupakan tindak pidana yang dikvalifikasikan atau

digolongkan dalam tindak pidana berar.

2. Penerapan pasal 12 ayat (4) KUHP dalam surat Tuntuian Jaksa Penuniuoi
Umum telah sesuai rerhadap diri terdakwa akan tetapi dalam perkara ini
dan terdakwa sudah tiga kali melakukan tindak pidana yang sama yailu
tindak pidana perkosaan dalam wakiu yang sama yaitu tahun 20019 maka
dalam perkara ini memang penerapan dari pasal 12 ayat (4) KUHP yang
menyebutkan pidana penjara tdak melebihi 200 {dua) pulub tahun dan
dalam tuntutan Jaksa Penunimt Umum dari ketiga perkara tersebut yaim 18
{delapan belas) tahun namun dalam Pasal 285 KUHP menyebutkan
ancaman maksimal dalam perkara tersebut 12 tahun. Maka dan ketiga

perkara tersebut melebihi dari ancaman maksimal pidana dari pasal 285
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KUHP sedangkan tindak pidana vang dilakukan dan pasal yang terual
dalam surat wntutan Jaksa Penuntut Umum pasal 285 KUHP dan bukan

merupakan delik khusus dalam suatu tindak pidana.

3. Pelaksanaan Penuntutan dimasa yang akan dating agar Jaksa Penuntut
Umum dalam melakukan penuntutan selain didukung dengan data-data
yang berupa pembuktian dipersidangan. tetapi juga mempedomani Surat
Edaran Jaksa Agung yaitu SE nomor 013AJANZ20011 tanggal 29
Desember 2011 tentang pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana
Umum, vang pada intinya memberikan  pedoman kepada Jaksa sebagai
Pepuntut Umum dalam menentukan tuntutan pidana terhadap terdakwa
dan Sural Edaran Jaksa Agung tidak memberikan kebebasan untuk
menentukan tuntutan terhadap werdakwa karena penuntnt umum  dalam
melakukan penuntutan berdasarkan kepulusan tertinggi pimpinan dan
tuntutan yang akan dibacakan kepada terdakwa akan menentukan nasib
terdakwa itu sendiri sebagaimana dengan perbuatan vang dilakukan oleh
terdokwa. Sehingga dalam pelaksaannva ke depan tidak terjadi human

error atau kelalaian dalam melakukan penuntutan.

B. Saran-saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah divraikan tersebut distas maka diajukan

saran sebagai berikut ;
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iam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia, maka seyogyanya
diupayakan pengenaan terhadap pidana sebagai tindak pidana perkosaan
agar tidak mempengaruhi hak-haknya sebagai manusia.

Bagi kalangan akademis diharapkan dalam penelitian  ini  dapat
menguraikan dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku
tindak pidana perkosaan yamg scharusnya secara teorinya menggunakan
Undang-undang khusus tetapi dalam prakieknya masih saja menggunakan
Kitah Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),

Dalam melaksanakan penuntutan perkara pidana perkosaan, kejaksaan
khususnya Jaksa Penuntut Umum mengedepankan profesionalisme dalam
penuntutan guna mewujudkan rasa keadilan, semata-mata bagi korban
tctapi  tanpa melanggar hak, serta memberikan kemanfaatan  dan
kemanfaatan masyarakat. Pengurus Kejaksaan adalah wakil masyarakat

yang mewakili kepentingan umuam.
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